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BAB1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berawal dari suatu kejadian di kota New York, Amerika Serikat, pada tahun
1950. Seorang pengusaha sukses bernama Frank McNamara mengundang rekan
bisnisnya untuk santap malam di sebuah restoran. Pada saat akan membayar,
pengusaha tersebut terkejut karena ia lupa membawa uang tunai. Merasa malu, ia
memberikan kartu identitasnya kepada restoran tersebut. Kartu identitas itu berfungsi
scbagai jaminan bahwa ia akan melunasi kewajibannya setelah ia pulang untuk
mengambil uang tunai. Rupanya peristiwa itu menimbulkan kesan mendalam bagi
Frank McNamara, sehingga ia terus memikirkan untuk menciptakan suatu instrumen
pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Akhirnya, Frank McNamara
mengeluarkan kartu plastik yang pertama yang dikenal dengan Dinners Club. Sistem
pembayaran dengan menggunakan kartu dinilai lebth aman dan praktis dibandingkan
dengan menggunakan uang tunai. Kesuksesan Dinners Cub diikuti oleh berbagai
penerbit kartu yang lain seperti Visa Card dan Master Card. "

Di Indonesia perkembangan kartu kredit mulai berkembang pada dekade
tahun 1980-an, tepatnya sejak dikeluarkannya paket deregulasi perbankan. Deregulasi

di bidang perbankan telah banyak mengubah wajah perbankan Indonesia. Bank diberi

19 yohannes Tbrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Cetakan Pertama,
Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 13
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lebih banyak kebebasan dalam menghimpun dana masyarakat dan penyalurannya
sechingga antar bank terjadi persaingan yang cukup ketat. Demi memenangkan
persaingan, bank-bank dituntut untuk melakukan inovasi dalam menawarkan produk-
produk bank. Salah satu produk bank yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah
kartu kredit.

Kartu kredit merupakan instrumen pembayaran non tunai yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya, yang diberikan kepada nasabah untuk
digunakan sebagai alat pembayaran, pada tempat-tempat tertentu seperti restoran,
hotel, supermarket, toko, dan perusahaan jasa lainnya. Selain itu, kartu kredit dapat
digunakan untuk mengambil uang tunai pada gerai bank atau ATM yang ada di
berbagai tempat.

Untuk dapat terwujudnya bertransaksi dengan kartu kredit, dibutuhkan paling
sedikit tiga pihak yang terlibat yaitu penerbit (issuer), pedagang (merchant),
pemegang kartu (card holder). Ketiga pihak ini saling berkaitan yang masing-masing
terikat dengan perjanjian. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan
pemegang kartu timbul dari perjanjian kartu kredit. Sedangkan hubungan hukum
antara pedagang dengan pemegang kartu merupakan perjanjian jual beli yang tunduk
pada Pasal 1457 s.d.1518 Burgerlijk Wetboek (BW). Antara pedagang dengan
penerbit juga terjalin hubungan hukum yaitu berdasarkan pada perjanjian kerjasama
yang pada dasarnya merupakan perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan

ini merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kartu kredit. Pada perjanjian
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kerjasama antara penerbit dengan pedagang, penerbit berjanji akan membayar tagthan
pedagang atas transaksi yang telah dilakukannya dengan pemegang kartu,

Perkembangan kartu kredit tidak dapat dilepaskan dari dunia perbankan,
mengingat sebagian besar kartu kredit yang beredar di masyarakat adalah kartu kredit
yang diterbitkan oleh institusi perbankan. Perbankan sendiri mendapatkan legitimasi
untuk melakukan usaha kartu kredit berdasarkan Pasal 6 huruf | Undang-undang No.
7 Tahun 1992 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perbankan)

Kini masyarakat telah terbiasa bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit.
Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dianggap lebih praktis dan aman
karena pemegang kartu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak, dan
tidak perlu merasa khawatir jika kekurangan uang pada saat pembayaran. Kartu kredit
tidak hanya dapat digunakan di lingkup dalam negeri, tetapi juga bisa digunakan di
luar negeri, sehingga semakin memudahkan dalam melakukan transaksi. Dapat
dikatakan kartu kredit merupakan simbol dari gaya hidup modern dan dijadikan alat
bagi sesorang untuk membentuk citra dirt karena memiliki kartu kredit
mencerminkan status sosial.

Kartu kredit dalam tiga dekade terakhir telah menjadi alat bayar yang sangat
pesat perkembangannya dan volume pemakaiannya terus menunjukkan peningkatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kartu kredit makin mantap diterima masyarakat luas
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sebagai salah satu alat bayar yang dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut diikuti oleh
bertambahnya jumlah perusahaan penerbit kartu kredit.

Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit juga didukung
dengan semakin banyaknya pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan
menggunakan kartu kredit. Kesediaan pedagang untuk menerima pembayaran dengan
meggunakan kartu kredit merupakan langkah untuk mengakomodasi kebutuhan
konsumen pemegang kartu kredit.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen Media Research (NMR) di
Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 8 April 2004, jumlah pemilik kartu kredit
meningkat dari dua persen pada tahun 2002 menjadi lima persen pada tahun 2003.°
Bahkan menurut Budi Setiawan, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, potensi
pertumbuhan kartu kredit di Indonesia yang pesat inmi masih akan terus meningkat
antara 20 hingga 30 persen per tahun.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 217 juta merupakan pangsa pasar
yang besar. Dengan asumsi sepuluh persen dari 217 juta menjadi pemegang kartu
kredit, maka potensi pemegang kartu kredit sedikitnya dua puluh satu juta orang.
Potensi pasar inilah yang dikejar oleh bank-bank. Jika dahulu kartu kredit
dipromosikan hanya pada lingkungan sekitar perbankan tetapi sekarang kartu kredit

telah dipromosikan melalui berbagai media. Tidak hanya itu, bank juga melakukan

? Sri Redjeki Hartono, Penulisan Karya [lmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h.3
? Pemilik Rekening Bank dan Karu Kredit Meningkat, www.kompas.com
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pendekatan secara langsung kepada konsumen yang berada di pusat-pusat
perbelanjaan ataupun di lingkungan perkantoran.

Tidak salah jika bank memilih untuk meningkatkan bisnisnya dengan
menerbitkan kartu kredit karena kartu kredit mendatangkan keuntungan yang cukup
tinggi. Keuntungan bagi bank sebagai penerbit kartu kredit ialah bank berupa fee dan
bunga (interest). Bank mendapatkan fee karena pemegang kartu diwajibkan oleh
bank untuk membayar iuran tahunan dan uang pangkal. Bunga akan dikenakan bagi
pemegang kartu yang hanya dapat melunasi sebagian tagihannya pada saat jatuh
tempo, terlambat membayar tagihan, ataupun ketika ia melakukan penarikan tunai.
Selain itu, bagi bank, menerbitkan kartu kredit dapat dijadikan sarana promosi untuk
dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dan dapat meningkatkan citra bank
karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan
telah disetujui oleh Bank Indonesia, yang dapat menerbitkan kartu kredit.*

Kegiatan bank dalam menerbitkan kartu kredit bukannya tanpa risiko. Bisnis
ini disamping menghasilkan pendapatan yang besar juga memiliki risiko yang tinggi
(high risk high return business). Perkembangan bisnis kartu kredit ternyata diiringi
meningkatnya jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) dari bank
penerbit karrtu kredit tersebut. Pada tahun 2003, rata-rata kredit bermasalah kartu
kredit sekitar 7-8 persen.’ Persaingan perbankan dalam merebut nasabah kartu kredit

yang semakin ketat mengakibatkan banyak bank kurang berhati-hati dalam

# Johannes Ibrahim, Op Cit. , h 22
* Primus Dorimulu, “Kartu Kredit Di Mata Konsumen”, Investor, 2004
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menyetujui permohonan kartu kredit. Cukup banyak pula bank yang semakin
mempermudah persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit.

Salah satu akibat dari ketidakhati-hatian bank dalam menerbitkan
permohonan kartu kredit telah memberkan bagi sejumlah orang untuk membobol
kartu kredit. Para pelaku memanfaatkan kelemahan bank dengan cara mengajukan
permohonan penerbitan kartu kredit kepada bank-bank di Jakarta dengan
menggunakan kartu identitas palsu. Seharusnya bank lebih cermat dalam menyeleksi
permohonan kartu kredit sehingga kejadian yang merugikan bank hingga mencapai
Rp. 100 miliar ini dapat dicegah.®

Selain berhubungan dengan pemegang kartu, bank juga menjalin kerjasama
dengan berbagai pedagang. Perjanjian kerjasama ini sangat penting karena suatu
kartu kredit akan berguna menjadi alat bayar jika dapat digunakan untuk bertransaksi
dengan pedagang. Pemegang kartu kredit pun akan lebih puas jika semakin banyak
pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.
perjanjian kerjasama antara bank penerbit kartu kredit dengan pedagang perlu
mendapat perhatian khusus karena banyak pedagang vyang melakukan
penyalahgunaan terhadap kartu kredit. Salah satu cara yang dilakukan pedagang
adalah dengan menerima kartu kredit untuk melakukan pencairan uang lewat toko,

namun ia tetap melaporkan kepada bank jika ada barangnya yang terjual.’

¢ Kardono Setyorakhmadi, “Modus Pembobolan Bank Via Kartu Kredit - Siasati Formulir
Permohonan”, Jawa Pos, 2005
7 .
Ibid.
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Ekspansi perbankan dalam bisnis kartu kredit perlu dicermati guna mencegah
membengkaknya kredit bermasalah yang dapat mengganggu sistem perbankan
nasional. Untuk itu dalam menjalankan usaha kartu kredit pun harus. dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Usaha kartu kredit sampai saat int belum
mendapatkan pengaturan yang cukup untuk melindungi para pihak, baik dari
pemerintah ataupun dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia . Salah satu cara
vang dapat dilakukan bank untuk mencegah terjadinya kredit macet yang ditimbulkan
dar kartu kredit yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian secermat mungkin,
scbagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan.

Minimnya peraturan yang mengatur usaha bank dalam menjalankan kartu
kredit menyebabkan bank dalam mengatur hubungannya dengan pemegang kartu atau
pedagang, didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
Seperti pada umumnya perjanjian yang lain, maka perjanjian tersebut didasarkan atas
asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu kerangka teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori perjanjian dan kebebasan berkontrak. Kedua teori tersebut

digunakan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

2. Rumusan Masalah
a. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menerbitkan kartu kredit
b. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam menjalin kerjasama dengan

pedagang
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3. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul “PRINSIP KEHATI-

HATIAN BANK DALAM MENERBITKAN KARTU KREDIT”. Agar dapat

dipahami maksudnya dengan benar maka perlu dijelaskan pengertian istilah tersebut

dengan membagi unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Prinsip kehati-hatian,
kewajiban bank melaksanakan prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 2
Undang-undang Perbankan, tapi pembuat Undang-undang tidak memberikan
pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian.
Istilah prinsip kehati-hatian sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu
prudential principle. Pada Kamus Hukum principle diterjemahkan menjadi asas.”
Bruggink memandang bahwa asas hukum adalah sejenis meta-kaidah berkenaan
dengan kaidah perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi
yang sama seperti kaidah perilaku.” Sedangkan kata “prudential” diambil dari

kata “prudent”. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian sebagai berikut:

® Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, h. 684

® J.J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (terjemahan Arief Sidharta), Citra Aditya, Bandung,
1999 h.122
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“Sagacious in adapating means to end; circumspect in action, or in determining

any line of conduct. Practically wise, judicious, careful, discreet, circumspect,

sensible.” 1°
Maka secara keseluruhan, prinsip kehati-hatian adalah suatu sikap bank yang
harus selalu bijaksana dalam bertindak ataupun dalam melakukan penilaian.

b. Bank,
menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Kartu kredit,
menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PB1/2004 tentang
Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, adalah alat
pembayaran dengan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban
pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit atau acquirer, dan

pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran

tersebut pada waktu yang disepakati bank baik secara sekaligus ataupun angsuran.

10 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (6“‘ Edition), West , St. Paul Minn, USA, h.
1226.
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Dijelaskan lagi secara menyeluruh atas judul skripsi ini adalah suatu prinsip
kehati-hatian yang harus dijadikan dasar oleh bank agar selalu bertindak secara

bijaksana dalam melakukan usaha kartu kredit.

4. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini pemilikan kartu kredit mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran dunia perbankan karena kartu kredit yang
ada di masyarakat diterbitkan oleh bank.

Banyak bank yang tertarik untuk menerbitkan bisnis kartu kredit karena bisnis
ini memberikan pemasukan yang sangat tinggi bagi bank. Masyarakat juga semakin
tertarik untuk memiliki kartu kredit karena bertransaksi dengan kartu kredit
dipandang lebih aman dan praktis.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan faktor potensial untuk
perkembangan kartu kredit sehingga terjadi persaingan yang cukup ketat di antara
bank-bank dalam menjaring nasabah kartu kredit. Akibat dari persaingan ini banyak
bank yang kurang berhati-hati dalam mencari nasabah sehingga angka kredit macet
yang disebabkan dari besarnya tunggakan kartu kredit juga semakin meningkat.

Meskipun perkembangan kartu kredit di Indonesia sudah pesat, tapi Indonesia
masih belum memiliki payung hukum yang memadai untuk mengatur tentang usaha
kartu kredit. Berbeda dengan di negara maju seperti Inggris yang mengharuskan

perusahaan kartu kredit mengikuti aturan-aturan dalam Consumer Credit Act 1974.
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Inilah yang menjadi alasan untuk menuangkannya ke dalam suatu tulisan
ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam

Menerbitkan Kartu Kredit”.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih
dalam tentang :
a. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menerbitkan kartu kredit.

b. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan antara bank dengan pedagang

6. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

a. Memenubhi salah satu syarat guna mencapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas
Hukum Universitas Airlangga ;

b. mempelajari lebih dalam tentang prinsip kehati-hatian bank yang melakukan usaha
kartu kredit ;

c. Jika dimungkinkan, saya ingin memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu hukum,
khususnya hukum perbankan |

d. Menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis secara teori dan praktik

di bidang hukum perbankan.
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7. Metode Penelitian —
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Penulisan skripsi ini menggunakan metode sabagai berikut :
a. Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah
metode statute approach yaitu suatu pendekatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual artinya
permasalahan yang ditelaah berdasarkan konsep dan teori.
b. Bahan Hukum
Untuk penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum primer berupa norma hukum yang berkaitan dengan kartu kredit.
Norma hukum tersebut terdapat dalam :
1. Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun
1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790 Tahun 1998)
3. Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBL/2004 tentang Penyelenggaraan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari
hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat ahli hukum.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
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Ada beberapa cara prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan,
yaitu:

1. Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku literatur, hasil karya
ilmiah, hasil penelitian, dan surat kabar yang berkaitan dengan objek
pembahasan.

2. Menginventarisir peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis yang
berhubungan dengan materi.

3. Melakukan wawancara dan penelitian terhadap bank penerbit kartu kredit
untuk memperjelas hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan perjanjian.

4. Bahan hukum yang diperoleh baik dari hasil membaca dan hasil wawancara
kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

d. Analisis Bahan Hukum
Berdasarkan bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis konseptual, yakni dengan menganalisis dari peraturan
perundang-undangan dan perjanjian tertulis sebagai hal yang umum kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif
yaitu berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian tertulis yang
digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh

suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.
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8. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab I
merupakan pendahuluan, yang membahas hal-hal yang bersifat umum tentang bank
yang menerbitkan kartu kredit dan prinsip kehati-hatian bank serta hal-hal yang
berkaitan dengan teknis penyusunan skripsi ini.

Bab Il merupakan pembahasan awal yang merupakan jawaban terhadap
permasalah pertama sehingga akan membahas tentang prosedur penerbitan kartu
kredit, prinsip kehati-hatian bank yang harus diperhatikan bank dalam menerbitkan
kartu kredit yaitu analisis kredit dan perjanjian kartu kredit.

Bab III merupakan pembahasan yang menjawab permasalah ke-dua sehingga
akan menguraikan tentang hubungan hukum bank penerbit dengan pedagang, syarat
dan seleksi yang dilakukan bank dalam menjalin kerjasama dengan pedagang, dan
tentang perjanjian kerjasama pedagang dengan bank.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan
dan saran. Pada kesimpulan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang
dirumuskan. Pada bagian saran, merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi pada dunia perbankan yang melakukan usaha kartu

kredit.
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BAB 11
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

BANK DALAM MENERBITKAN KARTU
KREDIT
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BAB II

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

DALAM MENERBITKAN KARTU KREDIT

1. Prosedur Penerbitan Kartu Kredit

Ditinjau dan segi tujuannya, kartu kedit termasuk dalam kredit konsumtif
(consumer loan). Kartu kredit diberikan kepada perorangan untuk pemenuhan
kebutuhan konsumtif, bukan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba. Pemegang
kartu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti
berbelanja di supermarket, makan di restoran, dan lain sebagainya.

Keunikan dari sebuah kartu kredit dibandingkan dibanding kredit konsumsi
lainnya adalah pemegang kartu dapat melakukan penarikan kredit di seluruh dunia
selama dua puluh empat jam sehari. Dengan pelayanan seperti ini, maka cukup sulit
bagi bank untuk menghentikan sesorang pemegang kartu yang berlebihan dalam
menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu bank harus cermat dalam menerbitkan
kartu kredit dan memantau penggunaan kartu kredit.

Untuk dapat menerbitkan kartu kredit, diawali dari adanya permohonan oleh
calon pemegang kartu kredit. Pada umumnya seorang calon pemegang kartu harus
terlebih dahulu mengisi formulir permohonan penerbitan kartu kredit yang telah
disediakan oleh bank. Pada formulir tersebut, calon pemegang kartu harus

memberikan keterangan mengenai :

15
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1. Data pribadi (meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaran, tempat dan tanggal
lahir, nama gadis ibu kandung, status perkawinan, jumlah tanggungan)

2. Alamat rumah (meliputi status rumah, kode pos, lama menempati, nomor telepon)

3. Data pekerjaan (meliputi nama perusahaan, bidang usaha, NPWP, alamat
perusahaan, jabatan)

4. Data keuangan (meliputi penghasilan per bulan dan penghasilan tambahan,
rekening yang dimiliki, kartu kredit yang dimiliki)

5. Menandatangani formulir permohonan penerbitan kartu yang sekaligus memberi
pernyataan kepada bank dan memberi kuasa kepada bank.Sebagai contoh, pada
formulir permohonan kartu kredit BNI pernyataan tersebut yang berbunyi sebagai
berikut :

“Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi dalam aplikasi 1ni
adalah benar, serta memberikan kuasa kepada bank untuk memperoleh
referensi dari manapun. Saya telah memahami ketentuan umum pemegang
kartu kredit yang tertera pada aplikasi ini. Jika aplikasi ini disetujui, maka
saya tunduk pada ketentuan umum pemegang kartu kredit dan bertanggung
jawab atas penggunaannya. Bank berhak menerima ataupun menolak aplikasi
ini tanpa memberitahukan alasannya. Dokumen yang telah dikirim menjadi
hak bank dan tidak dapat diminta kembali.”
Keterangan yang diberikan oleh calon pemegang kartu tersebut juga harus
dapat dibuktikan. Oleh karena itu bank akan meminta calon pemegang kartu untuk

melampirkan calon pemegang kartu untuk melampirkan beberapa dokumen

pendukung, yaitu :
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1. Foto copy kartu identitas diri, yaitu KTP atau paspor. Khusus untuk Warga
Negara Asing (WNA) selain foto copy paspor juga harus menyertakan foto copy
Kartu Izin Menetap Sementara (KITAS).

2. Melampirkan foto copy dokumen pendukung sesuai dengan jenis pekerjaan calon
pemegang kartu. !

Untuk calon pemegang kartu yang telah memiliki kartu kredit, harus melampirkan

W

foto copy kartu kredit dan slip tagihan (asli) tiga bulan terkahir.

Selain mengisi formulir, calon pemegang kartu harus memenuhi syarat mengenat
penghasilan minimum. Besarnya penghasilan minimum sudah ditentukan oleh bank
sesuai dengan jenis kartu yang diinginkan. Pada umumnya, bank membagi kartu
kredit dalam dua jenis, yaitu regular atau classic card dan gold card. Persyaratan
untuk memiliki kartu kredit yang berjenis gold card lebih ketat dan penghasilan
minimumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan regular atau classic card. Namun
batas kredit gold card lebih tinggi dari regular atau classic card

Setelah semua persyaratan tersebut di atas dipenuhi, maka formulir
permohonan kartu kredit beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dikirim kepada

bank penerbit yang bersangkutan untuk diproses. Biasanya jangka waktu yang

" Dokumen yang harus disertakan untuk seorang karyawan adalah slip gaji, untuk PNS adalah
SK pangkat terakhir, untuk pengusaha adalah rekening tabungan/giro dan SIUP, untuk professional
adalah rekening tabungan/giro dan surat ijin profesi, untuk TNI/Polisi adalah slip gaji dan SK pangkat
terakhir (formulir permohonan kartu kredit pada BNI)

"2 pada BNI, penghasilan minimum untuk gold card adalahRp. 75 juta setahun, sedangkan untuk
regular card adalahRp. 20 juta setahun.

Pada BCA, penghasilan minimum untuk gold card adalah Rp. 60 juta setahun, sedangkan untuk

regular card adalah Rp 15 juta setahun.
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dibutuhkan untuk memproses permohonan penerbitan kartu kredit adalah dua
minggu.

Selama masa proses kartu kredit, bank harus melakukan verifikasi dan
identifikasi berdasarkan dokumen pendukung yang ada. Hal ini diperlukan agar
kebenaran dokumen pendukung tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
dan agar bank penerbit dapat mengetahui adanya kemungkinan hal-hal yang tidak
wajar atau mencurigakan. Bank penerbit dapat melakukan penelitian melalui telepon
ataupun mendatangi rumah calon pemegang kartu guna memastikan bahwa data-data
yang ada sesuai dengan kondisi calon pemegang kartu.

2. Analisis Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan bank kepada
nasabahnya. Jika diperhatikan, kata “kredit” berasal dari kata “credere” yang artinya
kepercayaan. Sehingga orang yang menerima kredit adalah orang yang menerima
kepercayaan dari pihak kreditor, dalam hal ini adalah bank. Orang yang menerima
kepercayaan tersebut disebut sebagai debitor. Kepercayaan hanya akan diberikan
kepada debitor yang berkualitas, untuk itu perlu dilakukan penilaian atas niat baik
dan kemampuan dari debitor tersebut.

Terkait kewajiban bank untuk selalu menjaga keschatannya, maka menjadi
kewajiban bank untuk melakukan analisis terhadap setiap kredit yang diberikan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Analisis

kredit diperlukan untuk mengurangi risiko yang terdapat pada setiap pemberian
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kredit, serta agar bank memperoleh keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan
dan kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dijabarkan
bahwa bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dalam istilah perbankan, analisis
yang demikian dikenal dengan sebutan the five C’s of credit analysis atau prinsip 5 C.

Data dan informasi pada permohonan kartu kredit yang diterima oleh bank
penerbit melakukan analisis dengan memegang prinsip 5 C, yaitu:

1. Character (karakter),

yaitu bank harus memiliki keyakinan bahwa debitor adalah orang yang memliki
watak, moral, dan pribadi yang baik. Manfaat dari penilaian karakter ini adalah
untuk mengetahui tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik debitor yaitu
kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam menerbitkan kartu kredit, bank tidak berhadapan secara langsung dengan
calon pemegang kartu sehingga untuk melakukan penilaian terhadap karakter
sangat sukar. Salah satu cara agar bank dapat mengetahui kualitas calon pemegang
kartu adalah dengan melakukan tukar menukar informasi data pemegang kartu
dengan seluruh penerbit lainnya yang meliputi negative list atau positive list."
Melalui tukar menukar informasi dengan penerbit lainnya, bank penerbit dapat

mengetahui informasi mengenai orang-orang bermasalah di kartu kredit.

1> Bank Indonesia telah mewajibkan bank penerbit untuk melakukan tukar menukar informasi
dengan penerbit lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia
No.6/30/PB1/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
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2. Capacity (kemampuan),
yaitu kemampuan calon debitor untuk melunasi kewajibannya. Bank penerbit dapat
menganalisis kemampuan pemohon berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima
tiap bulan oleh pemohon dan kondisi keuangannya. Kondisi keuangan pemohon
dapat dilihat dari aktivitas rekening yang dimilikinya.
3. Capital (modal),
yaitu jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh debitor. Oleh bank penerbit hal
ini tidak dipersoalkan, oleh karena kartu kredit merupakan suatu kredit yang
bersifat konsumtif.
4. Collateral (agunan/jaminan),
yaitu kemampuan calon debitor untuk memberikan jaminan. Jaminan bagi bank
berfungsi sebagai pengaman bagi bank jika calon debitor tidak mampu melunasi
tagihannya. Untuk itu jaminan yang diberikan harus memiliki nilai ekonomis.
Meskipun demikian, bank tidak wajib untuk meminta jaminan jika berdasarkan
unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas calon pemegang kartu. Untuk
memberi kepastian terhadap pengembalian kredit yang dikeluarkan oleh bank,
bank penerbit dapat meminta kepada kepada calon pemegang kartu untuk
menyertakan sejumlah dana, baik dalam bentuk deposito, tabungan, maupun
bentuk lainnya sebagai jaminan. Akan tetapi hal ini jarang sekali dilakukan oleh
bank penerbit, umumnya tanpa menyertakan jaminan pun seseorang bisa dengan

mudah memperoleh kartu kredit.
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5. Condition of economic (kondisi ekonomi),
yaitu suatu penilaian mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi dan lain-lain yang
dapat mempengaruhi situasi perekonomian yang mengakibatkan calon debitor
kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam melakukan penilaian
terhadap pemohon juga harus diperhitungkan tempat bekerja pemohon, kondisi
perusahaannya, profesi, dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi perubahan
ekonomi calon pemegang kartu masih sanggup untuk membayar tagihannya.
Pelaksanaan analisis kredit terhadap permohonan penerbitan kartu kredit
cukup sulit untuk dilakukan oleh karena bank penerbit tidak melakukan tatap muka
dengan calon pemegang dan hanya berdasarkan informasi data yang minimum. Oleh
karena itu, untuk mendapatkan pemegang kartu yang dapat dipercaya, bank penerbit
cenderung menawarkan kartu kredit terhadap nasabah yang telah memiliki fasilitas
kredit lain di bank tersebut. Terhadap nasabah yang baru dikenal, bank penerbit patut
untuk berhati-hati terhadap bonafiditasnya. Untuk mencegah kredit bermasalah
beberapa bank memberlakukan black list area dan black list company terhadap
beberapa area yang sering terjadi penyalahgunaan kartu kredit.
Setelah melakukan analisis terhadap calon pemegang kartu, maka credit
comitee akan memutuskan apakah calon pemegang kartu tersebut layak untuk diberi
fasilitas kartu kredit atau tidak. Selain itu akan ditentukan pula besarnya batas kredit

yang diberikan sesuai dengan kemampuan calon pemegang Kkartu. Biasanya terhadap
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nasabah yang baru dikenal, bank penerbit akan memberikan batas kredit yang lebih
rendah dan tanggal habis (expired date) kartu lebih cepat.

Jika calon pemegang kartu dinilai pantas untuk mendapatkan fasilitas kartu
kredit maka bank akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon. Kemudian kartu
kredit tersebut akan dikirim kepada pemegang kartu beserta perjanjian kartu kredit.

3. Perjanjian Kartu Kredit

Para pihak yang terkait dalam perjanjian kartu kredit yaitu bank penerbit dan
pemegang kartu. Bank penerbit merupakan bank yang telah memperoleh izin dari
Bank Indonesia untuk menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Pemegang kartu
adalah perorangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank
penerbit dan berhak untuk menggunakan kartu kredit. Hubunngan hukum antar bank
penerbit dengan pemegang kartu terjalin ketika pihak bank menyetujui permohonan
penerbitan kartu kredit.

Perjanjian kartu kredit ini pada hakekatnya sama dengan perjanjian kredit.
Sifat perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah perjanjian
pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil
permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum
antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir, sedangkan penyerahan
uang bersifat ril. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan

yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.'

'* Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.32
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Beranjak dari pendapat tersebut, maka perjanjian kartu kredit bersifat
konsensuil dan riil. Sifat konsensuil lahir sejak para pihak sepakat yaitu ketika bank
penerbit menyetujui permohonan penerbitan kartu kredit yang diajukan dan
memberitahukannya kepada pemohon kartu kredit. Sifat riill yaitu pada saat
penyerahan kartu kredit kepada pemohon. Dengan diterimanya kartu kredit tersebut
maka syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian kartu kredit mengikat para pihak.

Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi
karena adanya suatu perikatan yang lahir dari perjanjian kartu kredit. Di Indonesia
belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian kartu kredit. Namun,
karena perikatan yang lahir disebabkan karena adanya perjanjian di antara kedua
belah pihak maka pangkal tolaknya adalah pada hukum perjanjian yang diatur dalam
buku III BW. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum
perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja, asal tidak
melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka
mengandung asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tersirat pada Pasal 1338 ayat
(1) BW. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang universal, tidak
hanya dianut di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Kebebasan berkontrak
berhubungan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan
“dengan siapa” perjanjian itu diadakan.

Pada perjanjian penerbitan kartu kredit, syarat-syarat dan kondisi telah

disiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak bank. Perjanjian
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seperti ini biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang
hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang
lain pada dasmya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan.”” Perjanjian baku sering menimbulkan situasi take it or leave it karena
calon pemegang kartu kredit tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi
perjanjian tersebut.

Bila ditelaah dari asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian baku
menjadi persoalan karena terdapat posisi tawar yang tidak seimbang di antara para
pihak sehingga dapat menciptakan ketidakadilan. Namun perjanjian baku telah
menjadi suatu kebutuhan masa kini yang menuntut prinsip efisiensi di segala bidang.
Adanya perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit telah membuat pekerjaan bank
menjadi lebih efisien baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu,
menurut Sutan Remy Syahdeini, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan
tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan mainnya agar klausul-
klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun
seluruhnya, mengikat pihak lainnya. Sekalipun keabsahan dari perjanjian baku tidak
perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak
bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausula yang secara tidak
wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”. Maksud dengan “berat sebelah”

adalah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu

" Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan _Yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Istitut Bankir Indonesia (IB1), Jakarta, 1993, h.66
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pihak saja (yaitu pihak yang membuat perjanjian baku itu sendiri) tanpa
mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau
terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya, sedangkan apa yang
menjadi hak pihak lainnya tidak disebutkan. '°

Seperti halnya perjanjian yang lain, agar perjanjian kartu kredit tersebut sah
dan mengikat para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian
menurut Pasal 1320 BW. Syarat-syarat tersebut adalah sepakat untuk mengikatkan
diri'’, cakap untuk membuat perjanjian'®, suatu hal tertentu'’, dan suatu sebab yang
diperbolehkan.*’

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kartu kredit merupakan
fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang dipercaya. Hanya
saja kredit yang diberikan oleh bank tidak dalam bentuk uang, tapi berupa jaminan
bagi pemegangnya bahwa ia dapat membeli barang atau jasa dengan menggunakan

kartu kredit asalkan tidak melebihi batas kredit yang diberikan. Bank dalam

memberikan kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, demikian

"% Ibid., h.71

"7 Dalam perjanjian kartu kredit, kesepakatan terbentuk ketika bank penerbit memberitahu kepada
pemohon bahwa permohonan penerbitan kartu kreditnya telah disetujui.

'8 Kecakapan diukur dari Pasal 330 BW. Ada perubahan ketentuan tentang usia dewasa sejak
dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mereka yang berusia 18
tahun atau belum 18 tahun tapi telah kawin.

¥ Objek pada perjanjian kartu kredit adalah jasa dari bank berupa fasilitas kredit kepada
pemegang kartu yang disertai dengan batas kredit tertentu dan selama jangka waktu tertentu.

0 Pada perjanjian kartu kredit dimaksudkan untuk menerbitkan alat bayar berupa kartu sebagai
pengganti uang tunai yang memudahkan pemegangnya dalam bertransaksi.
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pula pada penerbitan kartu kredit yang disebut perjanjian kartu kredit. Menurut Ch.

Gatot Wardoyo, perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut :*'

a) sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang
menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.

b) sebagai alat bukti mengenai batasan hak-hak dan kewajiban diantara nasabah
debitor dan kreditor.

c) sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Melalui perjanjian kartu kredit, dapat diketahui pengaturan hak dan kewajiban
kedua belah pihak. Selain itu, dapat diketahui pula bank penerbit menaati prinsip
kehati-hatian atau tidak. Perjanjian kartu kredit yang ditetapkan oleh bank penerbit
pada prinsipnya mengatur hal yang sama, hanya saja bahasa yang digunakan berbeda
antara bank yang satu dengan bank yang lain. Pada umumnya perjanjian kartu kredit
terdapat klausula-klausula berikut ini:

a. Bank penerbit mengharuskan pemegang kartu untuk menandatangani bagian
belakang kartu. Contoh tanda tangan dari pemegang kartu memiliki arti penting
karena hanya pemegang kartu saja yang berhak menggunakan kartu kredit. Tanda
tangan tersebut akan dicocokkan dengan sales draft tiap kali pemegang kartu
bertransaksi. Dengan cara ini bank penerbit dapat menghindari terjadinya
penyalahgunaan kartu kredit. Pemegang kartu juga dilarang untuk
memindahtangankan kartu kredit kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan

maksud pemberian kartu kredit, yaitu kredit hanya akan diberikan kepada

seseorang yang dipercaya.

2! Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2001, h.264-
265.
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b. Menetapkan bahwa besarnya batas kredit ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh
bank penerbit tanpa perlu memberitahukan perubahan tersebut kepada pemegang
kartu Pada saat bank penerbit memutuskan untuk mengeluarkan kartu kredit atas
nama seseorang, bank penerbit juga memutuskan besarnya batas maksimal
penggunaan kartu kredit berdasarkan analisis. Namun dalam perjalanannya
besaran batas kredit ini dapat diubah oleh pihak bank penerbit. Perubahan batas
kredit ini dilakukan oleh bank penerbit berdasarkan kinerja pemegang kartu.
Ketentuan yang memperbolehkan bank untuk mengubah batas kredit int
diperlukan oleh bank jika pemegang kartu ternyata memiliki tunggakan yang
cukup besar sehingga bank penerbit dapat terhindar dari kerugian yang lebih
besar.

c. Setiap bulan bank penerbit akan mengirimkan lembar penagihan kepada
pemegang kartu. Namun jika pemegang kartu merasa ada transaksi-transaksi yang
tidak sesuai, pemegang kartu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan
secara tertulis kepada bank. Bank penerbit menetapkan besarnya transaksi yang
ditagihkan kepada pemegang kartu adalah berdasarkan jumlah yang ditagihkan
oleh pedagang.

d. Diatur tentang besarnya pembayaran minimum tagihan kartu kredit. Pemegang
kartu kredit tidak harus melunasi keseluruhan jumlah tagihan. Pemegang kartu
kredit dapat memilih untuk membayar tagihan dengan cara mengangsur. Hanya

saja besarnya ditentukan oleh bank penerbit, yang biasanya disebut dengan
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pembayaran minimum (minimum payment). Pada umumnya besarnya pembayaran
minimum yang ditentukan oleh bank adalah 10% dari jumlah tagihan atau
sekurang-kurangnya Rp.50.000,00. Melalui ketentuan pembayaran minimum
sekurang-kurangnya 10% dari jumlah tagihan, menandakan bahwa bank penerbit
telah melakukan manajemen risiko kredit sebagaimana yang diwajibkan oleh
Bank Indonesia (vide Pasal 16 ayat (2) PBI No. 6/30/PB1/2004).

e. Dalam hal terjadinya kehilangan kartu atau dicuri, bank penerbit mewajibkan
pemegang kartu untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada bank.
Ketentuan ini diperlukan agar bank dapat penerbit dengan segera mengambil
tindakan dengan cara memblokir kartu kredit agar tidak disalahgunakan oleh yang
tidak berhak. Jika pada akhirnya kartu kredit tersebut ditemukan kembali oleh
pemegang kartu, 1a harus menyerahkannya kepada bank penerbit untuk
dimusnahkan demi menjaga keamanan.

f. Bank penerbit mewajibkan kepada pemegang kartu untuk memberitahu bank
setiap ada perubahan alamat penagihan dan perusahaan dimana pemegang kartu
bekerja. Klausula ini sangat diperlukan oleh bank agar data-data yang terdapat
pada bank selalu ter up-dafe. Dengan demikian surat tagihan dapat selalu sampai
kepada pemegang kartu sehingga pemegang kartu tidak dapat menghindar dari
kewajibannya dengan alasan tidak menerima surat. Data tentang berpindahnya
pekerjaan pemegang kartu juga diperlukan bank penerbit untuk menilai apakah

pemegang kartu masih mampu untuk terus melaksanakan kewajibannya. Melalui
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ketentuan ini bank dapat melakukan pengkinian data sehingga penggunaan kartu
kredit dapat terus dipantau.

g. Kewenangan bank penerbit untuk memblokir atau mengakhiri masa perjanjian
kartu kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
Ketentuan ini akan dilakukan oleh bank penerbit jika di kemudian hari terjadi
salah satu peristiwa di bawah ini :

a. Pemegang kartu tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan yang berlaku di
bank;

b. Pemegang kartu dinyatakan pailit;

c. Pemegang kartu diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan tidak
berhak megelola harta kekayaan;

d. Pemegang kartu dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suatu
tagihan;

e. Harta kekayaan pemegang kartu akan disita oleh pihak ketiga;

f. Pemegang kartu meninggal dunia sechingga kewajibannya harus diselesaikan
oleh ahli warisnya;

g Pemegang kartu melakukan perbuatan melanggar hukum;

h. Pemegang kartu menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu;

i. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.”

Ketentuan ini menandakan bahwa bank penerbit memiliki kedudukan yang
lebih besar dibandingkan dengan pemegang kartu. Sebaiknya pengakhiran perjanjian
secara sepihak oleh bank penerbit dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu
dengan pemegang kartu agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak
sehingga bank penerbit dapat terhindar dari gugatan pemegang kartu. Hal ini juga
perlu dilakukan dalam rangka menjaga reputasi bank penerbit.

Untuk menjaga agar tagihan kartu kredit dapat dilunast seluruhnya, bank

penerbit menawarkan kepada pemegang kartu untuk mengikuti program perlindungan

22 Ketentuan umum pemegang kartu kredit BNI
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kartu kredit. Sehingga jika pemegang kartu mengalami ketidakmampuan tetap atau
meninggal dunia yang mengakibatkan adanya tagihan yang tidak terlunasi, akan
ditutup oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian bank penerbit dapat mencegah
terjadinya tunggakan jika pemegang kartu memnggal dunia dan ahli waris dari
pemegang kartu tidak terbebani kewajiban utuk membayar tagihan kartu kredit.
Pembayaran premi akan dilakukan oleh pemegang kartu setiap bulan bersamaan

dengan pembayaran tagihan kartu kredit.
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BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
BANK DALAM MENJALIN KERJASAMA
DENGAN PEDAGANG
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BAB Il
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

DALAM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEDAGANG

1. Syarat dan Seleksi Pedagang Untuk Menjalin Kerjasama dengan Bank

Supaya kartu kredit dapat digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar,
maka diperlukan tempat-tempat penjual barang atau jasa yang bersedia menerima
pembayaran dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank perlu menjalin kerjasama
dengan sebanyak mungkin pedagang agar pemegang kartu dapat lebih leluasa dalam
menggunakan kartu kredit. Seperti halnya dengan para pemegang kartu, bank harus
berhati-hati dalam menilai kualitas pedagang. Pedagang yang tidak jujur dapat
menjadi ancaman penyalahgunaan kartu kredit bagi bank yang menerbitkan kartu
kredit.

Untuk mendapatkan pedagang—pedagang vyang dapat diajak untuk
bekerjasama, bank menetapkan berbagai syarat. Adapun persyaratan umumnya
adalah meliputi hal-hal berikut :*>
1. Aktivitas Usaha
Aktivitas usaha dan omzet penjualan yang memenubhi persyaratan dari bank
Memiliki izin-izin usaha lengkap dan masih berlaku
Lokasi tempat usaha strategis (milik sendiri atau sewa minimal dua tahun)
Memiliki saluran telpon

e. Memiliki rekening bank
2. Persyaratan Dokumen

a. Fotocopy : Surat Domisili, SIUP, TDP.NPWP, dan Akta Perusahaan beserta
perubahannya (khusus untuk Badan Usaha)

o ow

2 Ketentuan Umum Merchant BNI
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b. Fotocopy KTP Pemilik Usaha atau Pengurus Perusahan
c. Asli Surat Kuasa (apabila tanda tangan Perjanjian kerjasama Merchant
diwakilkan)
d. Fotocopy bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha
e. Melengkapai formulir merchant yang disediakan oleh bank
f. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Merchant
Setelah persyaratan-persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka bank akan
melakukan seleksi terlebih dahulu. Bank melakukan seleksi dengan melihat potensi
dari calon pedagang, antara lain 1
a. Calon pedagang merupakan badan usaha yang memiliki izin resmi;
b. Nilai dan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan memiliki kemungkinan
untuk dibayar dengan menggunakan kartu kredit;
c. Lokasi atau tempat usaha calon pedagang strategis dan terjangkau oleh
masyarakat umum,;
d. Potensi omzet penjualan per bulan dengan menggunakan kartu (baik kartu kredit
atau kartu debet) minimal 35 juta rupiah;
e. Bidang usaha sesuai dengan merchant category code yang telah ditetapkan oleh
Visa dan Master Card,
f. Tidak pernah terdaftar pada black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
Asosisasi Kartu Kredit Indonesia, maupun Visa dan Master Card.
Calon pedagang yang akan melakukan kerjasama dengan bank dalam

menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit harus memiliki saluran

telepon dan memiliki rekening di bank. Saluran telepon sangat dibutuhkan, karena

* Wawancara dengan BNI Card Center, 12 Agustus 2005
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dalam tranksaksi kartu kredit terdapat suatu proses otorisasi yang akan diberikan oleh
bank kepada pedagang secara clektronis atau verbal melalui saluran telepon.
Sedangkan keharusan untuk memiliki rekening di bank adalah agar memudahkan
bank dalam melakukan pembayaran kepada pedagang atas transaksi kartu kredit.
Selain melihat potensi calon pedagang, bank juga akan memeriksa kebenaran
dari dokumen-dokumen yang disertakan. Pengecekan dokumen-dokumen ini
diperlukan, agar bank dapat mengetahui secara pasti dan akurat dengan siapa bank
akan melakukan kerjasama. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari pedagang-
pedagang fiktif yang berpura-pura untuk dapat menjalin kerjasama dengan bank.

2. Perjanjian Kerjasama Pedagang dengan Bank

Suatu bank yang akan terjun ke dalam bisnis kartu kredit dapat bertindak
sebagai penerbit sekaligus juga sebagai acquirer. Namun ada pula yang hanya
bertindak sebagai penerbit sedangkan acquirer dilaksanakan oleh bank yang berbeda.
Sebagai penerbit, bank hanya mempunyai kewajiban untuk memelihara nomor
rekening nasabah dan memonitor segala aktivitas rekening tersebut. Sementara
sebagai acquirer, bank memiliki kewajiban memelihara hubungan dengan pedagang,
memonitor aktivitas pedagang seperti jumlah transaksi dan volume transaksi.”’

Jika fungsi penerbit dan acquirer dilakukan oleh bank yang terpisah, maka
akan dilakukan pengikatan perjanjian antara penerbit dengan acquirer. Perjanjian ini
mengatur hak dan kewajiban para pihak, antara lain dalam melakukan penagihan dan

pembayaran kepada pedagang. Antara penerbit dengan acquirer terdapat hubungan

2% Fahmi Ridho, “Kecerdasan Baru Kaetu Plastik,” Bank & Manajemen, 2000
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hukum berupa pemberian kuasa yang tunduk pada Pasal 1792-1819 BW. Sesuai
dengan Pasal 1792 BW, acquirer dalam berhubungan dengan pedagang dilakukan
untuk dan atas nama penerbit. Antara acquirer dengan pedagang sendin tidak ada
perjanjian seperti halnya yang dilakukan antara bank penerbit dengan pedagang.
Acquirer hanya melaksanakan kuasa dari penerbit uang diberikan kepadanya. Oleh
karena itu setiap pembayaran yang dilakukan acquirer kepada pedagang atas
transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu, acquirer berhak untuk menuntut
pembayaran kembali kepada penerbit. Pada dasarnya fungsi acquirer hanyalah untuk
mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada pedagang. Berikut ini
adalah bagan transaksi dengan kartu kredit, baik melibatkan acquirer atau tidak

melibatkan acquirer:*®

Perusahaan Kartu
(Issuer/Acquirery !
Perjanjian / \ Perjanjian
Perhoynmt Tagihan (100%)
cicilan + bunga
Statement Pembayaran dikurangi
Tagihan discount ( 5%)

/ L,

Transaksi (Kartu)
Pemegang Kartu = Merchant

. B J .
(Pembeli) < gy Tasg (Penjual barang/jasa)

%6 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta, 1999, h.356
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Keuntungan yang diperoleh dengan menjadi acquirer adalah berupa
interchange fee. Misalnya, seorang pemegang kartu melakukan transaksi senilai
Rp.1.000.000,00. Besarnya discount yang telah disepakati antara penerbit dengan
pedagang adalah 5%, maka acquirer akan membayar kepada pedagang transaksi
tersebut setelah dipotong discount yaitu sebesar Rp 950.000,00. Kemudian acquirer
akan menagih kepada penerbit sejumlah Rp.950.000,00 ditambah dengan interchange
fee. Jika interchange fee ditetapkan sebesar 3%, maka penerbit akan membayar
kepada acquirer sebesar Rp. 980.000,00. Dari transaksi ini acquirer memperoleh
keuntungan sebesar Rp. 30.000,00. Selanjutnya penerbit akan melakukan tagihan
kepada pemegang kartu sebesar Rp.1.000.000,00. &

Bagi bank penerbit yang sekaligus bertindak sebagai acquirer ia akan
melakukan hubungan kerjasama dengan pedagang yang bersedia menerima
pembayaran dengan kartu kredit. Kerjasama tersebut akan diikat dan dituangkan
dalam bentuk perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut biasa disebut
dengan “Perjanjian Kerjasama Merchant”. Umumnya perjanjian ini dibuat dan
dikeluarkan oleh pihak bank yang berbentuk perjanjian baku.

Dilihat dari isi perjanjian kerjasama ini, dapat diketahui bahwa sifat hubungan
hukum dalam peranjian tersebut adalah hubungan hukum untuk melakukan
pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pedagang wajib melayani pemegang kartu untuk

bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit.

7 Ibid., h. 355
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Sedangkan penerbit wajib membayar tagihan yang diajukan pedagang sebagai akibat
dari transaksi dengan menggunakan kartu kredit.?*

Perjanjian tertulis ini sangat penting artinya bagi para pihak dalam
menentukan aturan main yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian ini,
kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada Ketentuan Umum Perjanjian Merchant
Bank yang berlaku maupun ketentuan yang ditetapkan oleh Visa ataupun Master
Card. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini dapat berubah
sewaktu-waktu, oleh karena itu bank akan menyampaikan setiap perubahan yang ada
secara tertulis kepada pedagang. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pedagang
yang menerima pembayaran dengan kartu kredit akan memperoleh jaminan dari bank
bahwa ia akan memperoleh pembayaran atas transaksi tersebut.

Beberapa hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian
kerjasama ini adalah:

1. Jenis POS Terminal yang dipasang pada tempat pedagang
POS Terminal (Point of Sales Terminal) adalah suatu alat telekomunikasi yang
disetujui oleh bank untuk dipinjamkan kepada pedagang dan digunakan untuk
membaca garis magnetic yang terdapat pada kartu. Melalui alat ini pedagang
dapat berkomunikasi dengan bank untuk memperoleh otorisasi atas transaksi
kartu. Jenis P.O.S. Terminal yang biasanya dipinjamkan oleh bank kepada
pedagang yaitu berupa /mprinter atau Electronic Data Captured (EDC). Imprinter

adalah adalah alat pencetak sales slip secara manual yang dipergunakan oleh

** Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., h.81
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pedagang pada saat jaringan off-line. Sedangkan Electronic Data Captured (EDC)
adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu yang terhubung secara on-
line dengan sistem jaringan bank.

2. Besarnya Merchant Discount Rate
Merchant Discount Rate (MDR) adalah sejumlah / prosentase fee yang diberikan
oleh pedagang kepada bank atas setiap transaksi yang dilakukan oleh dan
ditempat pedagang.

3. Jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh pedagang
Ada dua jenis transaksi dengan menggunakan kartu kredit, yaitu transaksi yang
dilakukan dengan cara manual atau dengan cara elektronik. Jika transaksi
disepakati untuk dilakukan secara manual maka jenis POS Terminal yang
digunakan adalah /mprinter. Jika dilakukan secara elektronik maka jenis POS
Terminal yang digunakan adalah Electronic Data Captured (1:DC).

Salah satu penyebab penyimpangan yang sering terjadi pada penggunaan
kartu kredit biasanya justru terletak pada sisi pedagang yang mungkin terjadi secara
sengaja atau tidak sengaja. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan tersebut,
bank menetapkan sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh pedagang. Pada
umumnya perjanjian kerjasama bank dengan pedagang memuat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

a. Bank menetapkan serangkaian prosedur yang wajib dilakukan oleh pedagang

yang akan menerima transaksi dengan pembayaran kartu kredit. Prosedur yang
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harus dilalui oleh pedagang untuk melakukan transaksi dengan menggunakan
kartu kredit sangat bergantung dari jenis POS Terminal yang dipinjamkan oleh
bank kepadanya. Secara umum hal-hal yang harus diperhatikan oleh pedagang
adalah ia harus terlebih dahulu memeriksa keaslian dan keutuhan fisik kartu
kredit sesuai dengan petunjuk dari bank. Pedagang sebaiknya juga melakukan
pengecekan nomor kartu yang digunakan untuk membayar tersebut pada Daftar
Hitam Kartu (Card Warning Bulletin Card Recovery Bulletin). Daftar Hitam
Kartu merupakan daftar yang diterbitkan oleh bank yang memuat keterangan
tentang kartu yang hilang, dicuri, dibatalkan atau tidak berlaku lagi karena alasan
apapun juga.

Jika kartu memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, langkah selanjutnya bagi
pedagang yang menggunakan alat Elctronic Data Captured (EDC) dapat
melakukan penggesekan kartu (swipe) untuk mendapatkan otorisasi dari bank.
Proses otorisasi merupakan suatu instrumen yang berguna bagi bank untuk
mengontrol penggunaan kartu kredit. Setelah kartu digesekkan (swipe), bank akan
memberikan respon yang muncul pada layar Electronic Data Captured (EDC).
Pedagang tidak diperkenankan untuk mengulangi penggesekan jika pada layar
Electronic Data Captured (EDC) belum ada respon otorisasi. Hal ini untuk
mencegah terjadinya duplicate receipt karena menggesekkan kartu lebih dar

.29
sekali.

® Duplicate receipt dapat merugikan pemegang kartu karena ia seharusnya membayar harga satu
nilai transaksi menjadi harus membayar dua kali nilai transaksi tersebut. Situasi ini dapat terjadi jika
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Jika pedagang menggunakan alat berupa /mprinter, maka untuk meminta otorisasi
kepada bank dilakukan dengan cara melalui telepon ataupun sarana
telekomunikasi lainnya. Bila otorisasi disetujui oleh bank, pedagang dapat
melakukan penggesekan kartu. Kode otorisasi yang diberikan oleh bank harus
ditulis dalam sales slip. Bagi pedagang yang tidak atau belum mendapatkan
otorisasi dari bank, maka bank tidak wajib untuk tidak membayar tagihan atas
transaksi tersebut.

Selain itu pedagang harus mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Panel
Tanda Tangan Kartu dengan yang tampak pada layar Electronic Data Captured
(EDC) dan/atau Sales Slip. Hal ini dimaksudkan agar kartu kredit benar-benar
digunakan oleh orang yang berhak.

b. Bank menetapkan aturan mengenai “Code 10”. “Code 10 adalah kode/informasi
yang wajib disampaikan oleh merchant kepada bagian otorisasi bank apabila
pedagang mempunyai kecurigaan terhadap :

a. Fisik kartu

b. Perilaku pemegang kartu

c. Transaksi yang dilakukan

Melalui ketentuan mengenai “Code 107, bank mengajak pedagang untuk
bersama-sama melakukan upaya preventif terhadap bahaya penyalahgunaan kartu

kredit. Agar “Code 10 dapat berjalan efektif, pedagang dituntut untuk bersikap

pedagang menganggap gesekan pertama gagal dilakukan sehingga ia melakukan penggesekan kartu
untuk kedua kalinya.
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proaktif dan teliti dalam memeriksa fisik kartu, saat pemegang kartu
menandatangani sales slip, tingkah laku pemegang kartu dan lain sebagainya.

¢. Bank berhak untuk melakukan penundaan pembayaran tagihan (hold payment).
Setiap dokumen tagihan (sales slip) yang diberikan kepada bank, bank akan
memeriksa keabsahan transaksi tersebut. Pemeriksaan tersebut meliputi data
pemegang kartu, tanda tangan pemegang kartu, nilai barang atau jasa, nomor
otorisasi, dan tanggal transaksi. Pemeriksaan sales slip penting untuk dilakukan
karena ada pedagang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahi ketentuan
yang telah ditetapkan oleh bank atau transaksi tersebut dilakukan dengan
menggunakan kartu kredit palsu. Jika bank meragukan transaksi kartu atau
mencurigat kartu yang digunakan dalam transaksi tersebut palsu, curian atau
diperoleh sebagai hasil dari tindak kejahatan, maka bank berhak untuk melakukan
penundaan pembayaran (hold payment) kepada pedagang.
Oleh karena itu keberadaan klausula ini sangat penting bagi bank dalam
mengawasi setiap transaksi dengan penggunaan kartu kredit. Jika menurut hasil
investigasi bank kecurigaan itu terbukti, maka bank akan menolak untuk
membayar tagihan pedagang dan tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian
yang diderita pedagang.

d. Klausula yang mengatur tentang charge back. Charge back adalah penagihan/
pembebanan kembali oleh bank kepada pedagang atas tagihan yang telah dibayar

oleh bank kepada pedagang. Charge back akan diberlakukan oleh bank jika
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berdasarkan hasil investigasi bank, pedagang membuat kesalahan baik secara
sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan transaksi dengan penggunaan
kartu kredit tersebut menjadi tidak sah atau tidak benar. Charge back dapat terjadi
dalam kondisi sebagai berikut :*°

1. Pembatalan transaksi dan/atau pengembalian barang oleh pemegang kartu
yang telah disetujui oleh pedagang;
2. Transaksi kartu yang melampui floor limit, yang dilakukan tanpa adanya
otorisasi lebih dahulu dari bank
3. Pedagang menulis sales slip tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
bank
4. Sales slip tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada tanda tangan pemegang
kartu yang berhak dan/atau tanda tangan pada sales slip untuk satu nomor
kartu berbeda
5. Pemegangkartu menyangkal telah melakukan transaksi dengan pedagang
walaupun pada sales slip terhadap transaksi tesebut telap mendapatkan kode
otorisasi;
6. Pemegang kartu mempermasalahkan kualitas barang/jasa yang dibeli atau
masalah pengirimannya;
Pedagang membabankan biaya tambahan atas transaksi
Pedagang melayani transaksi penarikan uang tunai (cash advance)
Transaksi kartu yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku
0. Bank mendapat pemberitahuan dari pemegang kartu atau penerbit lainnya
atau Visa International ataupun Master Card International mengenai adanya :
- Transaksi yang dilakukan di tempat pedagang menggunakan kartu palsu/
tidak sah
- Penggunaan kartu kredit yang tidak ditanda tangani oleh pemegang kartu
yang berhak atas penggunaan kartu tersebut.
11. Bank melakukan kesalahan/ kelebihan bayar kepada pedagang.

— © %0 N

Melalui klausula charge back, bank dapat melindungi diri dari pedagang-
pedagang yang curang. Jika terjadi charge back. pedagang harus

mngembalikan/membayar kembali dana yang telah diterima dari bank atau bank

3 Perjanjian Kerjasama Merchant BNI
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dapat melakukan pendebetan rekening pedagang atau memotong pembayaran
pedagang dari jumlah tagihan berikutnya

e. Pedagang wajib untuk menyimpan setiap copy bukti transaksi kartu sebagai arsip
untuk jangka waktu enam bulan dengan baik. Hal ini dilakukan karena pada copy
bukti transaksi kartu terdapat informasi penting tentang pemegang kartu. Selain
itu, pedagang juga dilarang untuk memberikan informasi kepada pihak lain
mengenai keterangan/data pemegang kartu kecuali kepada bank. Dari ketentuan
ini dapat disimpulkan bahwa bank menetapkan informasi tentang pemegang kartu
selaku debitor bank merupakan sesuatu yang bersifat rahasia kepada masyarakat
umum. Hal ini dapat dimengerti karena pemberian informasi mengenai
keterangan/data pemegang kartu kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab
merupakan sesuatu yang berisiko yang dapat menimbulkan kejahatan kartu kredit.
Akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu ataupun bagi bank
itu sendiri.

f  Melarang pedagang untuk melakukan split transaction. Yang dimaksud dengan
split transaction yaitu memecah satu transaksi yang melebihi floor limir’' menjadi
lebih dari satu lembar sales slip untuk satu pemegang kartu dengan satu kartu
kredit dan pada waktu yang sama dan/atau berturut-turut sehingga jumlah seluruh
transaksi tersebut sama dengan jumlah yang harus dibayar oleh pemegang kartu

pada waktu itu. Melalui ketentuan ini bank dapat menghindari kerugian yang

3V Floor limit adalah jumlah maksimum yang ditetapkan bank bagi pedagang untuk melakukan
satu transaksi dan/atau serangkaian transaksi dari satu pemegang kartu pada hari tanpa melalui
otorisasi.
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diakibatkan dari penggunaan kartu yang melebihi limit. Manfaat lain dari
ketentuan ini adalah karena biasanya split transaction merupakan indikasi awal
dari transaksi dengan menggunakan kartu kredit palsu. Banyak pelaku kejahatan
yang telah mengetahui ketentuan bank tentang kewajiban melakukan otorisasl
terhadap transaksi yang melebihi floor limit sehingga ia meminta untuk memecah
sales slip menjadi beberapa lembar untuk menghindari proses otorisast.
Sedangkan alasan pedagang bersedia untuk melakukan split transaction karena ia
tidak ingin kehilangan keuntungan dari transaksi tersebut. Karena jika melakukan
otorisasi terlebih dahulu ada kemungkinan transaksi tersebut akan ditolak oleh
bank. Namun pedagang yang melakukan split transaction akan mengalami
kerugian jika ternyata di kemudian hari transaksi tersebut menggunakan kartu
kredit palsu. Dalam kondisi demikian, pedagang akan dinyatakan bersalah karena
tidak menaati ketentuan yang telah disepakati bersama dan bank tidak akan
melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. 2

g Melarang pedagang untuk membebankan biaya tambahan kepada pemegang kartu
atas transaksi yang dilakukan. Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan
pedagang bertujuan untuk memperluas jaringan sehingga dapat meningkatkan
volume penggunaan kartu kredit. Agar kepuasan pemegang kartu dapat terjaga,
bank melarang pedagang untuk tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara
pembeli yang membayar secara tunai dengan pembeli yang membayar dengan

menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu bank menetapkan bahwa pedagang

32 Wawancara dengan BNI Card Center, 25 Agustus 2005
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tidak diperkenankan untuk membebankan biaya tambahan apa pun kepada
pemegang kartu. Namun tampaknya ketentuan ini tidak berlaku secara ketat. Jika
pemegang kartu setuju untuk membayar biaya tambahan atas transaksi yang
dilakukannya maka transaksi tersebut dapat dilakukan.

Alasan pedagang membebankan biaya tambahan adalah karena adanya persaingan
yang ketat antar toko dan harga dari barang yang bersifat standar. Jika mercka
tidak mengenakan biaya tambahan dan pembayaran atas transaksi tersebut dan
kemudian dipotong oleh pihak bank dengan merchant discount rate maka ada
kemungkinan pedagang tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali atau

justru bisa merugikan pedagang itu sendiri.™

3 Ibid.
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BABI1V

PENUTUP
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Bank penerbit dalam melakukan hubungan hukum dengan pemegang kartu

berpegang pada prinsip kehati-hatian. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip
kehati-hatian adalah melakukan analisis kredit terhadap calon pemegang kartu
untuk mengetahui bonafiditasnya. Bank penerbit dalam melakukan analisis
kredit berlandaskan pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan beserta
penjelasannya, vyaitu dengan melakukan penilaian terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, kondisi ekonomi. Namun untuk memperoleh
kartu kredit, lazimnya tidak diperlukan agunan.

Selain itu bank penerbit membuat serangkaian aturan mengenai kewajiban
para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kartu kredit. Adanya perjanjian
penerbitan kartu kredit ini diharapkan dapat mencegah bank dari kerugian
akibat kelalalaian atau ketidakmampuan pemegang kartu dalam melaksanakan
kewajibannya.

b. Bank yang melakukan usaha kartu kredit dapat bertindak sebagai penerbit
sekaligus juga sebagai acquirer atau dapat bertindak sebagai penerbit saja
sedangkan acquirer dilakukan oleh bank yang berbeda. Pada dasarnya
acquirer hanyalah mempermudah dan mempercepat proses pembayaran

kepada pedagang.

45
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Bank juga akan melakukan serangkaian prosedur dalam menjaring pedagang
yang akan diajak bekerjasama untuk. menerima pembayaran dengan kartu
kredit. Bank juga akan melakukan penilaian dari segi hukum dan potensi
pedagang tersebut. Selain itu bank menetapkan perjanjian kerjasama
pedagang. Dalam perjanjian ini diatur dengan jelas dan lengkap mengenai
pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan kartu kredit dan sanksi-sanksi
jika pedagang melakukan penyimpangan ataupun jika terjadi penyalahgunaan

kartu kredit.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pembahasan

permasalahan dalam skripsi di atas adalah :

a. Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerjasama pedagang

sebatknya dalam penyusunannya para pihak diberi kesempatan untuk
berunding agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing

pihak.

. Bank selaku penerbit perlu melakukan seleksi lebih ketat terhadap calon

pemegang kartu karena ternyata banyak calon pemegang kartu yang
menyiasati formulir permohonan. Serta perlu dilakukan peningkatan teknologi
kartu kredit berbasis integrated circuit atau microchips. Teknologi ini mampu
untuk mengurangi risiko pemalsuan data-data kartu kredit dibandingkan

dengan teknologi berbasis kartu magnetik yang selama ini digunakan.
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Kartu yang
BNI VISA Emas
BNI MasterCard Emas

BNi VISA Biru Karlu Utama

BNt MasterCard Biru Kartu Tambahan

Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya :

Nama yang dikehendaki

(Tulis dengan huruf celak)

Informasi
(Tulis dengan huruf cetak)
Nama lengkap (sesuai KTP / Paspor) :

Nomor KTP/Paspor : Kewarganegaraan :

Tempat fahir : Jenis Kelamin :

Pria
Tangagal lahir : Tgl/bin/thn
Wanita

Alamalt lempat tinggal sekarang :

Kelurahan : Kecamatan :

RT/RW : Kota : Kode Pos @

Nemor Telepon : R) (Ponsel)

(Kode Wilayah Wajib diisi)
Alamat E-mail

‘Milik Sendiri Miiik Keluarga Milik Perusahaan

Sewa Kos Lainnya
Larna tinggal : Tahun Bulan
Status = Belum Kawin Kawin Cerai
jumlah fanggungan: QOrang

Universitas

Pendidikan terakhir : SMA Diploma

Nama [bu Kandung sebelum menikah :

Nama

Hubungan

Alamat

RT/RW : Kota : Kode Pos :

Nomor Telepon :
(Kode wilayah waiib diisi)
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Informasi

Karyawan Wiraswasta Profesionat TNI/Polisi Pensiunan
Pada: instansi Pemerintah BUMN Multinasional

Swasta Nasional Swasta dll, sebutkan
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha
Wajib disiy
NPWP
(Untuk Karty Emas)
Jabatan GolfPangkat:
Bagian
Lama Bekerja Tabun Bulan
Alamal Kantor
Kode Pos :
Nomor Telepon exl.
< 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

Nama perusahaan :
Alamat
Nomor Telepon
Jabatan
Bagian
Lama Bekerja Tahun Bulan
Informasi
Rp. /tahun Bersih  Kolor
Penghasilan lain-lain Rp. /tahun Bersih Kolor
Sebutkan sumbernya :

VISA No. Sejak

Mastercard No.’ Sejak

Amex No. Sejak

Diners No. Sejak

BCA Card No. Sejak
Nama 8Bank Sejak

Nomor Rekening
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Pilih
Alamat Penagihan Karly Rumah Kantor
Alamal Pengiriman Karlu Rumah Kantor
25 28 30 1 2 4
Ya Saya mengajukan permohonan mendapatkan “Perlindungan

PerisaiPlus” dan menyatakan bahwa saya berumur di bawah 65
tahun serta saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyetujui
Tidak  premisebesar 0,30 % dari saldo tagihan setinp bulan dibebankan
pada kartu saya. (Bila tidak diisi kami anggap Anda menyelujui)

Infarmasi

VISA MasterCard
Hubungan Anak Orang Tua Saudara Kandung
i Suami/Istri Mertua
Alanat
RT/RW : Kota : Kocle Pos :
Nomor Telepon
Tanggal Lahir
Nomor KTP/Paspor
Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan : Ya Tidak

Fasilitas
Dengan ini saya memberikan kuasa kepada BNI untuk membayar lagihan
Kartu Kredit atas nama saya :

Nomor Kartu Kredit

Nama Pemegang Kartu

Jumlah yang akan ditransfer : Rp.
(minimal Rp. 750.000,-)
Nama Bank

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terima Kasih.

Tanda tangan & nama jelas
(waijib diisi don ditandatongoni)

Dian Rahmarﬁa
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Careu : adalah Karts Kr2dit 3M1 yang dikaluarkan oleh PT. 8ank N2gara Indonesia (Perser) Tok
fdisanutiuga 3NI Card Center) bardasarkan izin/lis2nsi dari Maste2:Card Int2rnational dan Visa
ARLN 5:Refpusiakaan binverstas Aijiengatisetujui olen BNI Card Cantar, baik barupa Karty 3iru
maupun Kartu Emas, juga tarmasuk Karty tambahan.

Pemegang Kartu : adalah sesearang yang namanya tercantum pada Kartu dan 82rnax menggunakan
Kartu tersebut. :

3atas Kradit (Cradit Limit) : adalah batas maksimai panggunaan Karmu Kr2dit 3NI yang besarnya
t2lan ditzatukan oleh 8NI Card Center (s2lanjutnya disebut 3ank).

PINCCUNAAN KARTU -

artu yang dikeluarkan adalah milik 8ank yang harus dikembalikan apabila diminta oleh Bank.
Pemegang Kartu berkewajiban untuk mencantumkan tanda tangan pada kertas panel di bagian
selakang Kartu. Dengan menerima dan menandatangani Kartu Kredit 8NI, Pemegang Kartu telah
menyetujui ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu Kradit BNI.

Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun, dan hanya pemilik Kartu yang sah yang
toleh menandatangani sales draft.

Pemegang Kartu wajib membayar iuran tahunan yang besarnya telah ditetapkan oleh Bank.
82sarnya iuran tahunan dapat berubah sewaktu-waktu menurut ketentuan Bank,dan
perubanaannya akan diinformasikan kepada Pemegang Kartu.

Pemegang Kartu Utama dapat mengajukan permohonan agar seseorang dapat dijadikan Pemegang
Kartu Tambanan.

3ank berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak setiap permohonan yang diajukan, baik
untuk menjadi Pemegang Kartu Utama maupun Pemzgang Kartu Tambahan.
3ank akan menerbitkan PIN (Personal Identification Number) untuk pengambilan uang tunai melalui
ATM yang berlogo Cirrus atau Plus.

Apabila terjadi kehilangan Kartu, maka Pemegang Kartu harus segera melaporkan kepada 8ank
pada kesempatan pertama sekaligus mengajukan permohonan penggantian Kartu.
Kz2rugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan Kartu dan Personal identification
Number (PIN) yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pemegang Kartu menjadi beban dan
tanggung jawab Pemegang Kartu.

MASA 32RLAKY KARTY

Masa berfaku Kartu adalah sampai d2ngan tanggal akhir bulan dan tahun yang tertera
pada Kartu, kecuali dibatalkan sebelumnya oleh Bank atau atas perintah Pemegang Kartu yang
bersangkutan.

Kartu yang sudah habis masa berlakunya harus segera dimusnahkan/dihancurkan/digunting,
untuk mencegah penyalahgunaan Kartu.

Atas perintah dan petunjuk 8ank, kartu akan diperpanjang secara otomatis, kecuali bila
ada permintaan pembatalan dari Pemegang Kartu yang bersangkutan.

TRANSAKSI = TRANSAKSI

Semua transaksi akan ditagihkan ke dalam mata uang rupiah. Transaksi yang dilakukan di fuar
negeri, akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar
yang ditetapkan Bank pada saat transaksi dibukukan.

Sesarnya transaksi yang ditagihkan adalah sesuai dengan jumlah yang di tagihkan oleh merchant
kepada Bank Pemroses.

Bardasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank barhak membatasi
pemakaian kredit, menolak transaksi untuk sementara atau selamanya.
Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pemegang
Kartu dan Merchant. Atas pembatalan tersebut, Merchant harus memberikan Slip Kredit
sejumlah transaksi yang telah dibatalkan yang selanjutnya yang akan dikreditkan oleh
Bank Pemroses k2 rekaning Pemegang Kartu.

apabila Pemzgang Kartu kehilangan bukti slip transaksi (sales draft) dan menginginkan
fotokopinya melalui pihak BNI Card Centrz maka Pemegang Kartu akan dibebankan
biaya permintaan fotokopi sales draft sebesar Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah)

SIMBAARAM TASINAM

Bank akan mencatak dan mangirimkan Lembar Penagihan s2tiap bulannya ke alamat
p2nagihan Pzmagang Kartu. Pemegang Kartu berkawajiban untuk melakukan pembayaran
minimum selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang tertera di Lambar Penagihan.
Apabila terdapat tagihan yang tidak sesuai, keberatan harus diajukan sacara tertulis
s2tambat-lambatnya 3o hari sejak Tanggal Penagihan.

82sarnya pembayaran minimum adalan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan yang tertera
di Lembar P2naginan, atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000: (lima puluh ribu rupiah) atau mana
yang lebih basar.

Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan sepenuhnya menjadi tanggunrg jawab Pamegang
Kartu Utama dan akan ditaginkan bersama-sama dalam satu tagihan.

Juran Tahunan (baik untuk Xartu Kradit 3NI yang pertama ataupun untuk perpanjangan) akan
ditagihkan pada lembar tagihan pertama yang dikirimkan kepada Pemegang Kartu setelah Kartu
3M1 baru atau perpanjangannya disetujui oleh Bank.

Pamagang Kartu Utama baik sendiri maupun bersama-sama Pemegang Kartu Tambahan
b2rtanggungjawab atas setiap tagihan yang timbul szbagai akibat penggunaan Kartu.
Untuk alasan tidak dilunasi tagihan atau penyalahgunaan Kartu Kredit 8NI oleh Pemegang
Kartu,maka 3ank dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan Pemegang Kartu yang
mamiliki rekening di Bank BNI atau mencairkan dana milik Pemegang Kartu yang dijaminkan
olah Pemegang Kartu dalam rangka memperoleh fasilitas Kartu Kredit ini berdasarkan perjanjian
dargan pihak Bank. jumlah pemotongan (baik pembayaran minimum tagihan maupun seluruh
taginan) tarsebut targantung dari jumlah tagihan yang tertera di dalam Lembar Penagihan.
Pambayaran tagihan dianggap sudah dilakukan setelah tercatat dalam pembukuan Bank.
lika terjadi penunggakan pembayaran kewajiban mencapai 1 bulan atau lebih maka mimimum
10 % dari jumlah tagihan akan diakumulasikan/ditambahkan pada minimum bulan berikutnya
dan begitu pula setarusnya. Dan jika terjadi pembayaran di bawah minimum 10% maka
kekurangannya akan diakumulasikan/ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya dan atas
kzkurangan tersebut akan dikenakan Denda Keterlambatan (walaupun pebayaran dilakukan
sebelum tanggal jatuh tempo).

Dalam hal terjadi panggunaan Kartu melebihi batas kredit yang ditetapkan (over limit), maka
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untuk menuntut langsung sembayaran kepada P2megang Kartu Uta=z 3%a3 setias transaxsi
yang dilakukan Pemegang Karw Tambahan dengan manggunakan Kartu. '

3ila Pemegang Kartu akan p2pergian ke Luar Neg2ri lebih dari satu s.ian, Pemegang Karty
AR TPRTHRBIAKASH Weterangsialaaritpada ses2arang yang ditunju< di Indonesia untuk
menyelesaikan tagihannya.

3ila Pemegang Kartu adalan s20rang warga negara asing dan kembali k2 ~232rinya karena sudah
habis masa kerjanya di Indoresia atau karena apapun juga, Pemegang Kart: Aarus mengembalikan
Kartunya dan melunasi taginannya sebelum masa kaberangkatannya.

Apabila Pemegang Kartu tidak melunasi pembayaran minimum atay mambayar kurang dari
jurniah minimum yang telah ditatapkan 3ank sampai d2ngan tanggal jatuh rampo, akan dikenakan
biaya administrasi sebesar Rp. 25.000; {dua puluh lima ribu rupiah) .

Apabila cek/giro yang disetorkan oleh Pemegang Kartu ditolak, akan dikerakan biaya penelakan
cek/giro sebesar Rp. 30.000; {tiga puluh ribu rupiah).

3UNGA

Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran atas seluruh jumiah tagihan sebelum atau pada
tanggal jatuh tempo, Bank tidak akan membebankan biaya administrasi maupun bunga.
8unga untuk transkasi retaif sebesar 2,25% per bulan dihitung atas dasar saido harian sejak tanggal
pembukuan sampai dengan jatuh tempo tanggal penagihan dan bunga untuk transaksi penarikan
tunai sebesar 3,25% per bulan yang dihitung atas dasar saldo harian sejak tanggal penarikan sampai
dengan jatuh tempo tanggal panagihan.

BATAS KREDIT

Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan Kartu Kredit melebini datas kredit yang telah
ditetapkan oleh Bank.

Apabila pemakaian Kartu melebihi batas Kredit yang telah ditetapkan, Pemegang Kartu akan dikenakan
biaya overlimit sebesar Rp. 30.000; Giga puluh ribu rupiah).

PENARIKAN TUNAI (CASH ADVANCE)

Pemegang Kartu dapat mengambil uang tunai sampai dengan 40 % (bagi Pemegang Kartu Biru) atau
50 % (Bagi Pemegang Kartu £mas) dari batas Kreditnya melalui semua ATM Sank BNI atau ATM lain
yang berlogo Cirrus atau Plus.

Setiap penarikan tunai akan dikenakan biaya administrasi (Propisi) sebesar 4% dari jumlah uang
tunai yang diambil . Untuk transaksi penarikan tunai dikenakan bunga sabesar 3.25% per bulan
sebagaimana ditetapkan pada butir 5 diatas.

KEHILANGAN KARTU

Apabila terjadi pencurian atau kehilangan Kartu, Pemegang Kartu harus seg2ra memberitahukan
kepada Bank dengan menghubungi Layanan Telepon 2; fam TelePlus 8NI di (021) 572+ 8888 atau Visa
atau MasterCard Center yang terdekat.

Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum diterimanya
laporan kehilangan Kartu oleh 8ank.

Bank berhak untuk tidak mengganti Kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, apabila Pemegang Kartu
sedang dalam keadaan tidak melunasi tagihan lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal tagihan.
8ank akan mengenakan biaya administrasi sebesar Rp.45.0007 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk
penggantian Kartu yang dilaporkan hilang/dicuri untuk kedua kali dan seterusnya.

. PERUBAHAN ALAMAT

Pemegang Kartu wajib untuk segera memberitahu Bank setiap ada perubahan alamat penagihan
dan/atau perusahaan dimana Pemegang Kartu bekerja. Bank tidak bertanggung jawab atas
keterlambatan penerimaan Lembar Penagihan jika hal ini disebabkan kelalaian pihak Pemegang
Kartu.

Pemberitahuan kepada Pemegang Kartu dianggap sudah diberikan bila disampaikan ke alamat
terakhir yang tercatat di 8ank. Jika Lembar Penagihan tidak diterima maka adalah kewajiban Pemegang
Kartu untuk menanyakan kepada Bank. Bank wajib untuk memeriksa bagian pengiriman dan
memberikan salinan Lembar Penagihan kepada Pemegang Kartu.

LAIN-LAIN

8ank berhak membickir atau mengakhiri masa berfaku Xartu dan karenanya seluruh tagihan menjadi

jatuh tempo serta harus dibayar sekaligus apabila Pemegang Karty :

a. Tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan yang berlaku di Bank

b. Melakukan perbuatan melanggar hukum.

c. Dinyatakan pailit.

d.Diletakan dibawah pengampuan atau dinyatakan tidak berhak mengzlola harta
kekayaan karena sebab apapun. !

e. Dinyatakan dalam keadaan menunda pembayaran suaty tagihan.

f. Harta kekayaan Pemegang Kartu akan disita oleh pinak ke tiga.

g.Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus disefesaikan ol2h ahli warisnya.

. Menyatakan berhenti sebagai Pemegang Kartu.

i. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak san.

Apabila pemegang Kartu memiliki 2 (dua) jenis Kartu Kradit Bank 8NI (VISA atau MasterCard), baik

Kartu Utama maupun Kartu Tam2ahannya, dan salah satunya bermasalah, maka akan berakibat pada

Kartu yang lainnya.

Jika Kartu dibatalkan oleh Bank maka Pemegang Kartu wajib mengemapalikan <artu tersebut kepada

3ank dengan memotongnya menjadi dua bagian terlesin dahulu.

8ank dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang telum diselesaikannya

pada saat terjadinya pengakhiran keanggotaan Pemegang Kartu karezna berakiirnya masa berlaku

Karty, atau karena pengakhiran sepihak dari 8ank.

3ank berhak untuk merubah ketentuan ini setiap saat dan Pemegang Kartu akan diberitahukan secara

tertulis. Setiap perubahan akan menjadi satu kesatuan dengan Ketentuan ini dan mengikat Pemegang

Kartu sejak perubahan tersebut diiakukan walaupun pemberitahuan tertulis belum diterima oleh

Pemegang Kartu.

Dengan alasan tertentu, Bank berhak bertukar informasi tentang data atau identitas Pemegang Kartu

dengan Card Center lainnya.

Pemegang Kartu bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik Pemegang Kartu

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak k2pada Bank, apabila Pemegang Kartu tidak

dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan

Kartu tersebut. )

SetRargeasbahasid kehathbakhiem anpun Kuasa yang merupakan bagidtialuRakreanian ini adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
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PERJANJIAN KERJASAMA MERCHANT
Antara
PT. BANK XXX
DIVISI XXX
Dengan
PT. XXX.

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. XXX., dalam jabatannya selaku Pemimpin XXX, berwenang bertindak untuk dan atas
nama PT. XXX, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamatdi XXX,
untuk selanjutnya disebut :

Bank

2. XXX, bertindak selaku Direktur PT. DOO0OOCO., sesuai dengan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas No. O.. Tanggal 0000000, yang dibuat oleh dan dihadapan
000000a0. SH, Notaris di 0O0O.., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan
HAM R.I cfm Keputusan No. 0000 HT.01.01. ThOOOO, Tanggal 0OO..berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT. 0000, yang berusaha dengan nama "0o0noo.,
berkedudukan di 00C300C000D0., untuk selanjutnya disebut :

. Merchant

Para pihak dalam kedudukannya tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam

Perjanjian Kerjasama Merchant , dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai

berikut :

1. Bank memberikan kewenangan kepada Merchant untuk melakukan Transaksi
secara:

Manual Electronic : X | a. Swipe
b. Key-in

2. Bank memasang P.O.S. Terminal ditempat penjualan Merchant, berupa :
[ ] Imprinter X"| Electronic Data Captured (EDC)

yang perinciannya akan disampaikan oleh Bank kepada Merchant pada saat

pemasangan P.O.S Terminal tersebut.

3. Merchant setuju memberikan Discount Rate kepada Bank sebesar :
3.1. Mastercard atau VISA Card Bank BNI : 00..% (00000 persen)
3.2. Mastercard atau VISA Card Bank Lain :00.% (000U persen)
3.3. Kartu Plus : 00.9% (0000 persen)

4. Apabila dalam bulan ke-empat setelah berlakunya Perjanjian ini Sales Volume
Merchant tidak mencapai target yang telah di tetapkan, maka Merchant waijib
membayar Biaya Administrasi dengan perincian sebagai berikut:

Sales Volume/bulan | < Rp. Xjuta | Rp. X —Rp. X juta Rp. X - Rp. X juta

Biaya Administrasi/bul Rp. X Rp. X Rp. X
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5. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 000000 sampai dengan diakhirinya
Perjanjian ini oleh keduabelah pihak.

@ Tentang pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan
Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

7. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, keduabelah pihak sepakat untuk tunduk pada
ketentuan yang berlaku pada Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank
XXXmaupun yang ditetapkan oleh VISA International, MasterCard International
dan/atau ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang dapat berubah
sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan terhadapnya, akan
disampaikan secara tertulis oleh Bank kepada Merchant.

8. Berkenaan dengan masalah Chargeback, Merchant memberikan hak/wewenang
kepada Bank untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada) atau mendebet
rekening Merchant yang ada di Bank XXX untuk menyelesaikan Chargeback sesuai
perhitungan Bank, dan untuk keperluan tersebut Perjanjian ini sekaligus sebagai
bukti yang sah atas pemberian kuasa dari Merchant kepada Bank.

9. Apabila Merchant belum memiliki rekening di Bank XXX, maka Merchant wajib
membuka rekening di Bank XXX dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak
Perjanjian ini ditandatangani.

10. Mengubah Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX Butir VII. e.
sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Disepakati bahwa waktu pembayaran tagihan ke rekening Merchant pada 3 (Tiga)
hari kerja dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak seluruh tagihan diterima
lengkap dan benar oleh Bank.

1. Merubah Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXXButir VIIl.4. sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:

Apabila berdasarkan hasil investigasi Bank diperoleh bukti kuat dan sah yang
menunjukkan bahwa sales slip yang dibuat oleh Merchant untuk menerima transaksi
pihak lain, atau sales slip dibuat berdasarkan kartu palsu, atau tidak sah, atau
digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian
Kerjasama Merchant, atau transaksinya ditolak oleh Cardholder yang sah maka Bank
berhak sepenuhnya untuk tidak membayar tagihan Merchant tersebut dan
karenanya Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang
diderita oleh Merchant.

12. Merubah Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama Merchant Bank XXX Butir X1.1. sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:

Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Merchant tidak diperkenankan menggunakan
EDC untuk menerima transaksi pihak lain, mengalihkan baik sebagian atau seluruh
Perjanjian Kerjasama Merchant kepada pihak lain.

)
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T2,

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

Ditetapkan dan ditandatangani di

Jakarta
Pada Tanggal :
MERCHANT BANK
(nDoooooo..) (oooooooo.)

-

3
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KETENTUAN UMUM PERJANJIAN MERCHANT

PENGANTAR

Bunis Merehant metupakan saloh swty aktivitas usebs yang diluikan oleh RANK
dalam upsymys memberikan leyasnen tansaksi parbsukan kepada nasabahnys dengan
cars memasang stau mesenpatoon EDC dan/stau Jmprinter di teepat wsalio Merchant,

Dalam Slsnis Merchans ini BANK berindak sebagai Principal Acquiring dari VISA

dan MasterCard yang dupat meneime dan memproses Trausaksi yang dilakukan

deugw menggunalon Korey Xradit stwspuo Kornu Debir.

Ketentian Umum Bisnis Merchant ini merupakas ketentuan pelaksanaan Perjanjisn

?ﬁm Mercheat PT. Bank Nagor Indonesia (Persero) Tok - Divid Fengelolaon
snis Kartu .

Para Pihak datam “Perfonjian Kerjasama Merchani sdalab -

i

2

PT. Bank Negare Indonesis (Persera) Thk. - untuk selanjutnys discbut ZANK
adalub [suerMenetinit karte Kredit BNI Card Center.

Merchant sdalab etang perorangsn stsu badan usaba yang menjolankan usaha di
bidxng penjualan Barong dan/atan Jasa ysog dapat menvrimn pembayaran dengac
menggunakan Karn: Kredir stay Kartu Debir.

I. KEIKUTSERTAAN DAN PENGAKHIRAN

1.

Kepeserman.
Persyaratan Umum menjadi Merchanr meliputi *

1.1, Aktvitas Usala

2 Aktivitas usaba dan omzet pejusian yang memenubi porsyaratan dari
BANK

b. Memiliki izin-izin usaha leogkop dan masih berlau.

¢. LokasiTempat Usaha strategis (Milik sendiri atau Scws minimal 2
tabun).

d. Memiliki Saluran Telpon

¢, Memiliki Rekeniog Bank (baik Bank BNI atau Bank lain),

12. Persyaratan Dokumen

2. Fotocopy @ Surat Domusili Usahe, SIUP, TDP, NPWP dan Akn
Perusabean besora perubshanoyn {ichusus untiuk Bodan Usaba).

b. Fotocopy KTP Pemilik Usaha atau Pengurus Perusghaan.

Asli Suret Kuass (apsbils Tamda Tangan Perfanficn Kerjasama

Merchant diwakilkan).

Fetocapy Dukti Kepentltikan uteu Scwa Tempat Usaba.

Meleogkspi Formulir Merchant yang disediaksn oleh BANVK
Mansadotongee Neaporlass Moo —sorrvn Mo chnanse.

f

~ra

2. Pengakhiran Perjanjian

Pengukhiran Perjonjian Merchant cukup dilakukan dengsn menyampaikan
pemberitabuan wralis kepeds Pibak laieaye dengan meogeswupingkan Keumntuon
Pusal 1266 dun 1267 Kitab Undang-Undang Hukura Perdata.

2.1, Pengakhiran olet SAVE.

Atas dasar pevtimbangan tertentu, BANK berwenang rmengakhiri Perjanjian
Kerjasama Mcrchant yang berupa

1. Pengakhiran Sementars (dupat dilanjutkan ke Permanen).
2, Pengakhiran Pormanen tanpa proses Penutupan Sementar:,

Beberapa alasan yang menjadi dasar perlimbangan BANK uncuk mengakhiri
Perjanjian Kerfasama Merchant antars Inin :

3. Merehane tidak oktif dolom jengks waktu tertentu,

b Merchant tidak menuojukkan aktiviuag usaha yang baik sclams jangka
waktu terrentu.

¢.  Merchant melakukan kejshaun Ker/Fraud,

d  Merchamt sengaja melakukan pelanggaran  yang mengskibatkan
kerugian bagi Cardholder atay Bank.

e. Adanys Rekomendasi dani AKKJ. Masrercerd Inicrnationat atau VIS4
Card Internatiane!l,

2.2, Pengaldiran oleh Merchanr (Volumary Close)
Atas dasar pertimbangan tevonna, Merchans berhak mongakhiri Perjanfion
Kerjasama Merchant dengan yempaikan pemberitahuan terulis kepade
BANK sskurang-kurangnys 30 (Tiga puluh) hari kalender sebclum wageal
yang dikehendaki. ]

2.3, Akibat Pengakbiran Perjanjian .

8. Merchans wojid mengembalikon seluruh Peralatan yang dipinjamkan
oleh BANK dalam keadsan lengkap dan buik.

b, Maencabut selursh Marka pencrimain Kartu (Open/Clare Slgn. Sign
Tublc dun Sticker) dan mengembalikannyw kepada Bunk.

€. Merchant tewp beranggung jawad gras sciuruh Charye Hock yang
mun.gldn sda sampai dengan 90 (sembilan pulub) ham kulender
terhitung sejak tanggal pesutupan Merchant scbagsimana
distur ketentuan butr 11.2.1 dan 11.7.2 diatas.
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28.

29.

30.
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. Floor Limit adwlah jumlah maksimum yang diletapkan

d  Dolamn hal masih terdapst kewnjiban yang belum digelesailan ol
salsh saru Pihak pods seat Peoutupan Merchant makn Pibak yap

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlandsesagiaitan. vetap terikat untuk asenyelesailan seluru kgugiiban

ketontsn hainoys yang merupakan bagimn daripadusrys, shmpal dengs
dipenuhinys dun/stsu diselesaikannye kewnjiban terscbut.

Issuer (Penerbit) sdaloh Bank (Jssuing Bank) yang menetbitkan Karey Kred
stwupun Xary Debit, lisensi baik dari VIS4 Internotional 3ta
Mastercard International .

Acquirer aduloh Bank (dcguiring Bank) yaog danat menetizin dan memproge
transaksi pembaywans dengan Kerrww Krodit maupus Kartw Debit berdasarky
lisensi dani VIS4 International stau Mastercard International. Untuk selanjutny
disebut FANK. .

Merchont pdalab orang perorangan stau badan usahs yang menjslankan usaba ¢
bidaog penjusian Baraog dan/stau Jasa yang dapat meserima pembayaran denya
meaggunakap Kartu Kradt sag Karty Debit.

Merchant Discount Raze (MDR) sdalah sejumiah/prosentase fec yang diberika
oleh Merchanr kopada Bonk stas ssuap transaksi ysvg dilakukap oleb da
ditempat Merchant.

Kartu adalzh semua jenis Kartw Kredit maupun Kartu Debit yang diterbitkan ol
Iapweer. .

Kartu Kredit adulsh kartu plasik yang digunskan sebogai alat pembayars
transaksi, yang dununya merupakan fasilitas pinjaman dari Issuer.

Kartu Debit aduleh kartu plastik yang dapat digunakan sebagai alut pembaysra
transsksi, yang daaanys merupakan milik Pemegang Kartuy seedin,

Embessed adalab peoulisan Nomor Kartu, Masa Berlaku, Numa Cordholder pad
sisi depan Kartu diectak tirubul.

Indent adalsh penulisan Nomor Kartu, Masa Berlaku, Nama Cardholder pada sic
depan Kartu digravir.

Laser Printed adalsh peuvlisan Noraor Karts, Mase Berlsku, Nama Cardholde
poeda sisi dopan Kartu dicctak dengan meoggunakas Laser,

o Thermol Printad ndslah posulisan Nomor Kartu, Masa Berlaku, Narms Cardliolde

pads sizi depan Karru dicetak melalui proses Thermal/dipanaskan.
Magnetle Stripe adaloh panel yang berads pads sisi belakaog Kartu, yang beris
data Cardholder.

. Transaksi adalah pembayaran oleh Cardholder dengan mecggunakan Kartu yan,

dilakukan diterapat Adarchant. -

. Transaksi Key-In adslah Transgksi yang dilakukan olebh Merchant taop

kehadiran Cardholder tatpi honys berdaserkan perintuh Cardholder dengso car
memasukkan nomor Kartu peda Mesin EDC tnps menggesekian (Swipe) fisi
Karvu.

. Cardholder | Pomegang Kartu adaluh orang yang namanys tercetuk pads Kart

yang memmunymi kewenangan pénub untuk menggunakan Karry tersebut
Kastemer adalah setinp orang yang melakukan wunsaksi di tempat Merchary.

 Paralatan sdalah ssgmin jemis slet.elet ikl PANT jmeg bempn leei- EDC

Jmprinter dur/otou peralatan penunjang lsinoys, yaag dipinjamksw/dipasun;
disempnt Mevchant vntuk keperluan Tronsaks! Kartu,

Mesin Electronie Data Copture (EDC) adaloh alat yang dipergunskan untnl
Transaksi Kariu yang techubung secars On-Line deagan sistém jaringan BANK.

. Imprinter adalah alar pencetok Sales Slip sccars manual yaog dipergunakan olel

Merchane pada saas jaringss Of-Line.
On-Line adalah keadoan diroana EDC yang ada pads Merchant terhubuug secar
langsung dengan sistem juringen RANK,

. Off-Line udalah koadasn dinana EDC yong adi pidw Merchant vidnk wehubumy

dengan sistdm jaringun BANK

. Surana Promosi sdslsh salah 3aty jenis peralatan milik BAVK yang fungsioy

untuk mempromosikan dan/atau menunjukkao fasilitas Trensakst Kartu.

Salcs Stip/Sales Draft (Nota Penjualon) sdsiah keruas yang disediakan oleh BANI
untuk dipergunakan bagi Merchant mencetak daw T kel Karro dan herfungs
schagsi sl bukti bagi Merchant pads sam melakukan penagihan kepada BANK.

4. Credit Stip (Now Kredity adaluh kertas yang disediakan oleh BANK untul

digunakan oleh Merchant mencaiat pembatalan Transaksi Karru.

. Deposit Transmital adalah sarona yung disediakan BANK bagi Merchant unnl

mencatat rekapitulasi transaksi/Sales SUp yang akan divrginkan kepads BANK.

. Charge Back adzlah penagihun/pembebunan kembali olch Bank kepada Merchan

ihan yang telah dibayar oleh Bank kepads Merehant.
S r okt ; Bank bagi Merckan
melakukan satu transaksi dan/ewau serangkatan transaksi sat Cardholder pada by
yang sams tanps melalui otorisass.
Oturisayi sdalah persetujuan dari Besk aws suatu Transaksi :
Dapar Hitam Kartu (Card Warning Bullctin/Card Recovery Builetn) adals
daflar yang diterbitkan oloh Bank yong memust keterangan tentafg Kartu yani
hilang, dicuri. dibaulkan awu tidak berisku lagi karena slasan apapun jugd-
Fraud (Peaysiah Kart) adalah tindak kejaharan yang dilakukan terhads
Kartu. .
Call Center ndulah fasilitas 1ayanun nasabsh (Customer Services) melalui telepd
24 jam sehari yang disediakan oleh Issuing Bank

CIRI-CIRI KARTU

Karte yang dapat dipergunakan unuk mclakukan Transaks/ pads Merchan! adalal
setun jenis Kartw Dohit maupun Karty Kredic scbagsi berikut

4.1. Kartu Debit

Perapan prinsip kehati-hatian bank ...

i Mastercard/Maestrn
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Ciri-cu-i Karnu Debir yang dikelusrian oleh Aastercard/Maesfro :
lcmn Depan Kartu
Nams Bagk Peuerdit (Issuer).
- Fotodan Tanda Tangan Cardkolder (Optional).
. Logo Maeestro.
- Logo Cirrus (biss didepan atau belakang).
- Nowor Karty terccak Emposy 16 digit
- Masa berlaku Embass.
2. Bagian Belskang Kartu

- Magnetic Svripe.

- Panel Tands Taogns dengan background logo Mavtercard.
- Terms and Conditions.

- Nomor telepon Call Centar Issuer.

b. Mastercard Electronic
Kartu Debit Masicrcard Electromic raerpunyni ciri-cirp fisik sebagai
Baxikut ¢ :
1. Bagian Depan Kartu
+  Nama Bank Penerbit (Jasuer),
»  Foto dan Tanda Tangan Candholder (Optional).
- Llogo Hologram Beols Dunis. Logo Mastercard Electronic dan
terulis kats 200 % Elsctronic.
- Nomor Karty Layer Printed ataa Therma! Printed 16 digit
Mass berlaky dicetak.
2. Bogian Belakang Korru
- Mognctic Srripe.
~  Panel Tanda Tangas dengun buckground logo Isswer.
- Terms and Conditigns.
- Normor telepon Call Canter Issuer.

c. VISA Electron
Karta Debit ¥754 Eluctron meropunyui ciri-cief fisik sebagas borikut :

1. Bagisn Depan Kartu
- Nama Bank Penerbic (Issuer).
- Foto dan wanda tangan Cardholder (Optional).
« Logo VIS4 Electron,
- Logo Hologram Buring Merpat (Optional)
- Nomeor Kartu terceuk Indent 16 digit, diawali sugka 4
- Nama Cardholder Inden:.
« Masa betlaku /ndont.

2. Bagian Belakang Kartu

- Magnetic Stripe.
« Panel Tanda Tangan dengan background logo VIS4,
- Noaor Karty tevcetak /ndént halic di pane! belakane deocan CHV.

- Terms end Coudnwns
- Nomor telepon Call Centor Issuar

4.2, Kartu Kredit

a. Mastcroard

Kartu Krediv yang dikelusrkan oleh Mastercard mempunyai cisi-cisi fisik
sebagai berikut :
1. Bagian Depan Karru
Nama Baok Penarbit (Issuer).
Foto dan tanda Cardhold,

- Logo Holegram Bola Dunia.
- Logo Massercard.

(Optienat),

Nomor Kartu tercetak Emboxx 16 digit, diswali angks 5,

Masa berlaku tercetak Embncs.

Mustercard Sccuriry Code (MC) tercetnk Emboss di belakang mass
berlaku,

. Bagiun Belakang Karw

[N

Nomor Telepon Call Center Issuer.

Magnetic Smpe.

Pancl tanda tangan dangan baokground logo Mastercard.
Terms and Conditions .

- Logo Cirrus.

b. VIS4 Card
Cin-ciri Kastu Kredit dikeluarkan oleh VIS4 fnternational ;

1. Bugiun Depan Kartu
. Nama Bank Penerdit (Jssuer).

Fata dan tnda tangan Candholder (Opsional).

- Logo Malagram Burung Memati,

« Loge VISA.

«  Nomor Karta terecisk Emboss 16 digit, diswali angka 4.

- Masa berlaky wereck Emboss.
VISA Securitv Crde (V) terectak Emhosy di belakang maxy berlaky.

Skripsi
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Nomor telepon Call Center Issuer.

Magnetic Seripe.

Pane] tands tangan dengan bockground logo Mastercard,
Terms and Condittons .

Logo PLUS.

V. PERALATAN

Setizp unit wsaba yang disetujui sebagai Merchont akan meperima dani FANK
seperungkat Peralaran Transaksi Karwu yang dipergunalmn uotuk transsksi karm
Selurud Peralatan Transulsi Kartu merupskan milik BANK, dag pemasangannyu
dilakukan oleh BANK di temput ynog telzh ditetapkan oleb Merchant.

Jenis-Jenis Peralatan Transaksi Morchant adalab :

5.1,

52,

53.

§4.

Perslotar Efektronik

Peralatun Elckronik morupskan Perslatan Standar dalam tmpsaksi Merchans
yikni  Mesin Elscrronic Data Coprurc (EDC) berikut selurub peralatan
penunjongnys yang terdir) dari

a.  Based Siation termasuk printer,

b Pin Pad,

¢ Adapior.

Peralaton Manual

Yang termasuk Peralatan manual sdalah /mprinter Perelawan ini merupakan
perlatsy tambaban/pelengkap yang digunskuo pads sast EDC tidak berfungsi
karena adaoyu gangguan komuuikasi (Off-Linc).

Bank tidak memberikan ijin kepuda Meschant youg haoys melsynui transaksi
sccare Magual sajs (hanys meoggunakan Jmprinter tanpa £DC), tetkecusli untuk
beberupa jenis bidang usaba tertentu, yakni :

Rumah Salt.

b.  Travel Services.

c. KHow

d  Bidang usaha loinny

Sarana Penunjang

Untuk meaugjang kelancaran Wansaksi Mescant, BANK roenycdiakan yarana
peounjang berups :

5]

ek

Scyuai pey gan BANK

a.  Adaptor. e. Safes Stip (Imprinter),
5. Open - Close Sign. J. Sticker
c.  Sign Table. g Credit Slip

d.  Sales Slip (Roli untuk Xey Corp & Thermal untuk ICE).

Pemelibaraan dav Pengawasan

t  BANK beranggungjswob untuk peayedisan Sales Siip dan Credit Slip dagi
Merchant.

b.  Merchant wajib memasang dan/atau meaempatkan marko penerimaaa Kariv
(Open/Close Sign, Sign Table dan Sticker) yang disediskan oleb BANK

o BSOS RS Peralaian Tempat yang aman, meojugs dan
memeliharanys desgan bmk 3614 enggunakannys sesvai deagan ketennian
peoggunaan yang berlaku

d. Solama Peralotan BANK beroda ditempat Mcrchant, maka Mcrchant
bertanggungjawab untuk menggant dan/utay merperbaila seguln kerusakan
dap/atou kehilangan, yang diakibatkan olwh pencurian, kcbakarsn suupun
olch tebid loinnys sobasar harga EDC, kecuali dapat dibuktikan bahwa
kerusakan dan/atau kehilangan Peralaran torsebut bukan kesalahan darvatay
kelalsian Merchan:.

e. Bank Dbethak sewgkty-waktu memeriksa  Perclatan  tanps
menyampaik bertshuan terlebil dahulu kopada Mercham,

harus

V1. TRANSAKSI

1.

Perapan prinsip kehati-hatian bank ...

Floor Limit,

BANK menetpkan Floor Limit, yang berlaks samg unwuk regala jenis Kortu
Kredit, baik vutuk VISA Classic /VISA Gold, Mastercard Reguler!Gold.

Bosarnyn Floor Limit tersebut sewakmu-wakw dapat berubah sesuai pertimbangan
Bank dan akan dibentshukan lebih dahulu secarn tertulis kepada Merchant,

Transaksi menggunakan EDC,
2.1, Swipe,
Merckant yang metakulmn Transake! dengon EDC wajib memperhatikan
bal-ha! sebagai berikat ;
8 Melakukan pemeriksaon fisik Karruw
b, Apabila fisik Kartu tidak seuai dengan cini<cin sebegaimana dimaksud
pods Butr V Ketenuan Umum ipi, maka Transaksi tidok bolch
dilanjudean dan Merchant segers menghubungi Jssuer Kartu tersebut,
¢, Apabila fisik Karru memenubi syarat ketentian yang berlaku, Merchant
dapat melakukan penggesekkan Karne (Swipe).
d. Merchant tidak diperkenynkan mengulangi penygesekkan apabila pade
layer EDC belum ada respon Otorisasi.
¢.  Mcencocokknn-momeriksa Nomor Kurw fisik deagan Nomor Kartu
yang muncyl dilayar EDC.
|
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f  Memenkss Nogunal traosaksi bak sebelum msupun sesudah di-input
kedalam Mevin 5DC.

dengaa yang muscul pads Layw EDC.
22, anlombul

Rasws 91y (Bt} pds TDO, cenbor canpan yamg mlemm
mmlpthwmwm”
8 Approved + it kredit cukup wnaik  Tansaksi
b Declive : limit kredit Sdak cukvp untuk treasaksi
¢ Rslfer/Cell  ; perintah kepads Merchant unfuk meaghubingi
d ?:kdUNCW : perintab kepada Merchant uaruk menahan Kartu

23. Tindakan .
mdwkmon%ﬂmmmdmmmgwqﬁhﬂm
oleh Mcrvhant adalah sebegui berikut
8. Approved ; Transsksi dapat dilsnjutkan.

b. Declive : Trungaks{ tidak dapat dilunjutksn dan Cardholder
welgkukan konfumasi ke Bank dan  menghubuagi
Layanan Telcpon 24 Jom TelePLUS BNT :
(021) 572-8888, (0Z2) 425-8888, (024) 845-8888,
(031) 295-8888, (0271) 666-888, (0274) 38-8838,
{0361) 24.8888, (0411) 311-0888, (0511) 36-8388,

c.  RefferCall lssucr:
Merchant menghubungi bagisn Ororisasi Benk untuk meminta
mformasi berkeusan deggrn Karma tersebus

d.  Pick-Up/ Captuse Card :
Merchant wwjiib memberitabukan kepads Cardbolder baliws sesuai

Ororisasi, Merchant wajib menahaa Kartu dun menganjuskan

Cardbolder untuk menghubusgi Layanan Telepon 24 Jom TelePLUS
BNT sehagnimana butir b &i ams.

3. Transaksi deagan Impriater.
Transaksi mesggunaken [mpeintor dilakukan dalem bal ;
=  Morchunt udak memiliks 8DC,
- EDC tidsk berfungst yang disebabkan karena Off-Line stan karena sebab-sebab
fainnye
Pelaj Transoksl an Imprinter :

& Merchant memeviksa fisk Kartu,

b.  Merchamt memsina Otorwasi kepads Bamk baik roclslui telepon ataupun
sarsza wlekomunikasi Isiznys.

¢, Bila Ororiseyd disetujui oleh Bank, Meschaot melakukan Swips Kartu.

d. Kode Ororisesi yang diberikan oleh Bank harus dicaptumkan oleh Merchant
pads Sales Silp dan semua copyma.

€. Bsuk berhak uatuk tidik membaynr tagihan Merchas? stas suats teaveks:
yang belum atan tidak mendapat Owrisard atsu persetujuan Bank.

4, Traansaksi Key-In .

Transaksi Xey-/n adalah Transaksi yung dilakukan tanpa poagupjukan Karu dan

kehadiran Pemegang Karu (Noo Representing).

Transaksi ini dapat diderikan kcpsda Merchant-Merchant khusus das dengan

persyoratan sebagai berikut :

0. Merchint gremberikan Deposit dalam rekening yang sccars khusus dibuka
oleh Mcrchant untuk kepentingan Transaksi rersebut.

b. Merchant Discount Rate (MDR) yang diberkan sckurmng-kurangnya 3.5 %
(Tiga scicngah persen).

5. Code 10.

Adalah kode/imformati yang wajib disampaikan oleh Merchant kepada bagiom
Ororisas! Bank apabily Merchant mempunysi kecurignan werhadap

2. Fisik Kartu

b Perilaku Cordholder

¢, Transaksi yang dilukukan

Atas dasar informasi dod Merchant, swff Otorisast akan memandu tindakan-
tindakan vang barus dilakukan olch Merchans.

VIi. PEMBAYARAN TAGIHAN

8. ‘Bank xkon membeyar kepada Merchant atas tagihan yang tercantum pada dokumen
tsgihan (Deposit Transmirtal} setelsh dikurangi dengan @
- MDR yang telsh ditentukan oleh Bank,

- Jumiah netto dasi Credit Slip (bila ada), dan/stau
- Sise tygihan duri Charge Back (bila ada).

b. Untuk Sctiement yong dilskuksn pada ranggal transaksi maka Merchant wajib
menyershkan kepada Bank semus Deposit Transmittal berikul Suler Ship yang
benulinkan “Cerd Cender Copy dan Mank Capy” dalam jangka wakws sclombar-
lambatnys 7 (tujuh) hari kerje terhitung sejak tangga! Seftlement.

¢ Dulam hal Settlomens dilskukan distes 4 (cpac) Hari Kaleoder sctclab wanggal
rmmkal, maks akas dilenokan tambahan AMDR sebesar 0,6% dari MOR yang telah
-§- Memerikss Tendatungan ysng testers Pldl Paoyl Tidatmgan Kemaan UniveréitepkacdslamPeganiies Kerjusams Merchanc.

d Apsdils Scrdement dilakulam Bistas 30 Hari Kaleoder sotelah tangeal transuksi maka
Beak tidak skay membeyar tagiban Merchant

o Tealosume tngiham dilalmiron malehi trwmefov Vo rekaning Marchant vada | (sarg)
hari ketjs detikutays atsu selumbat-lambatays pada 2 (dus) buri kea  berikutnya
scjak sclurud tagiban diterims leoghkup dan benar oleh Bewk sebagtimana ditctapkaa
peds butir o dsn b distas.

f. Merchant wajid menyimpas sctisp copy bukti Transaksi Kertu sebagei arsip untuk
inngka waktu 6 (coam) bulan webitung sejok maggal wansaksi dilakukan daa sctelsh
ite dapat dikirimkan kopads Bonk stuu dihaocuckan sendiri alch Merchant.

5 Atss permvintaan Marchant, Bank skan mengupayaku\ peusgiban kepada Cardholder
dan/stsy Issuer atas agihan yang tidak memenuhi persyaratan’ keteotuan-ketentuan
dalam Ketentuan Umnum Bisnis Merchant ini, :

b Terhadap Muwmmﬁmw&w:mymmmnl
ditagihkan, Bank berwenang membebankag biaya administrasi yong besamys skan
ditetapkan oleh Bank

i. Penagihaz Sales Slip sebagaizuna butir g distas dapat diketabui hasilnya dari Bank
minimu! 180 (serotus delapan puluh) heri kaleoder sajak Salax Slip diterima dari
Merchan.

VIII. PENUNDAAN PEMBAYARAN TAGIHAN (HOLD
PAYMENT)

1.

3

Bank berhak ocoerima/menclak/menunds pembayeren (MHold Poment) sias

sebagisn/seluruh dokumen tagihan (Sedes STip) yong disampaikan oleh Merchant

apabila :

8. Bank moragukan tas kebonaren  Transaks! Kartw, atou

b. Zank meseurigai Karas yang d:cuukm dalam transsksi tervebut palsu,
curian atsu diperoleh sobagai basil dari sustu dndak kejohutan sebagaimana
dirmaksud pada Butir X.3.

Peoundun  pembayaran berlangsung sampai dengen discicsaikannya proscs

penyelidilan (Jnveytigasi) olck pibsk Sank weeiadap masalih eescbut.

Untuk sotiap penundaan pembayatan ysag dischabkan kareus bal-ba!

sebagaimany tervebut pada butir o disus, Bonk akan menyampaikar

pemberitabuan tertulis kepada Merchant.

Apabila berdasarkan bosil invesdgasi Bank diperoled bukti kuat dan sab yan;
menunjukkan babwe Sales Slip dibuat berdavickan Kastu palsu, aus idak sah
stau digunskan oleh orang yang udak berhak, atawu melangour ketenuan dalan
Peganjian Kerjasama Mercheat, stay transaksinya ditolak oleh Cardhiolder yan,
sab maka Zank berhak sepenulinys uotuk Hdak membaysr agban Merchan
tersebut doo karcoaoya Bonk tudak dapat dunmulun pertanggungjawaban ata
kerugian yang diderita olch Merchans.

IX. CHEARGE BACK

&

Chargsback dilakukan dalam hal terjadi suaty permasalabon aws Tansaksi yun
sudaly thuh dnu botdnulm hml lnvungw oleh Zank, masaleh wersebi

mgulubutkam * transaksi tecsebut un;uh Sk 2ah stsupus mﬁ besar V™
Chargeback dapat disebabkan oleh hal-hal sebagni berikut :

1. Pembatalon Transaksi don/awu peogembaliun bacang oleh Cardholder yar
rclah disetujui oleh Merchant,

Transaks! Kortu yang mclampaui Floor Limir, yang dilakukan

.lJ

adanya Otorisasi Jebih dabulu duri 8ank.

3. Merchant munulia Sales Slip ndak sesuai dengan ketentuan yang ditetapk
Bank.

4. Sales Slip 1idaK jclas, tiduk lengkap atau tidak ads tands tngan Card flol
yang berhak danjatau tanda tangan pads Sales Slip untuk sstu nomor Ka
berbeda,

5. Cardholder menyungksl telah melskukan Transaks! ditempat Merch
walgupun pada Sales Slip 3au terhadap Transaksi terscburt telah mendd
kan kodc Oforisasi.

6. Cardholder mempormasslahkan kualitas barang/jsss yuny dibeli a
massizh pengirimannys.

7. Merchant membebankan biayn tambahan stas transakse

8. Merchant melayani transuksi penarikan uang wnai { Cash Advance)

9. Transaksi Kartu yang melanggar hukum ataw perarusan yaag berfaku,

10. Bank mendapot pembunitahuan dari Cardhalder atau Lisuer lain aau )

Internarional ntaupun MasterCard Internaiional mengenai adanya ;
- Transaksi yung ditokukan di tompat Merchomt memgeunakan k
palsw/tidak sah atau
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ditevims dari Benk, atsu
7 Ruwd hevhob rmnis matelichon novdabnat Moanb ot tmne -

PENYALAHGUNAAN KARTU U FRA UD

1
2
3

Merchant benanggung nwob st m hman yang . timbul  dari
Wmmwmmuodmx
Scbubungan deagan butiz | distas Merchary wajib memberiksn keteranguo dan
seguln sesustu (data dan informasi) kepeda Bank. .

Merchant wajib melsporiam kepads Bank (bagien Ovorisesi) apabila rasnemui
m‘dmﬁhkhmmuhhhnwdmmamkw
Karty yang rarcanium dalun Degtor Hissm Kertw din/atva’ diisdiknsienn sebagai

Fraud dan/atss oleh sebab laimys yeug patut diwaspadsi oleh Merekant dan oleh -

karenanys Merchant wajib welakukan Peabenan Karta,

WMWMWSMw"b&WmM

Merchant dcagan cars yang schaik-balkeys.’

aumwmmmmmmudmmun'

Merchan dalam rengka Peashanan Karta tersebut.
Tdm;mmmmwmmuphhhulbp‘duhumh
sezals tindalan terhadan Cardholder sty oelatky Frand menisdi tncruny iswab
&MMMWMK«]M}IM“&&MN:
lﬂhkﬂbtﬁﬂlgumulmbhqaqucumummdnpmk
Tsin taope |mluuddﬁhdnhhdmm w K

wassan Aagher e .mluoumgun e T nany |

dati Bank.
mmapommk:-._-:

3

. mwmumw.mmammn

sendixi maalipun Merekans juips 3ebagal .Cord holder dasi Bank.

Mencrima Karty yang tercastici dalem Warning Bulletn wuu"nm

yang tolah kadaluarss.

Mqﬂhmﬂmywwmhﬂmddmmjmr cl

uaog sebagai obyek treaselari

.8 :«uzhmmy.mmmcmuu Trensaksi Kartu yang

¢. Meuerime pangambilan usng tuesi (cash advance) olet Camikolder pods
Merchamt, .

£ Memeesh satu transaksi yong welebihi FToor Limiz mevjedi lebib dari 1 (satu)
Vembar Sales Slip {split sales) untuk satu Cardholder deogan satu Kartu dan
pods waktu ysng sams danjstsu berturut-turut sehisgpe jumlah seluruh
wansaksi rersebut sama dengan jumlah yang harus dibsyar olels Cardholder

pada waktu itu.
t Membust Seley Sli vanc bhanys mencotat scecian dari total iumish

Bank wtos Trunsuksi yang dikeahui dan/otou ssharusays diketahui oleh
Merchaont sebagai sulmmuknymgtsdlksnh
j.  Memberikan pembayarar/penarikan secars tingi kepads Cordholder termasuk
tetapi odak rorbaws pada :
o memproses Transuksi Karty untuk melunasi pembaywran hutang
Cardholder,
+  memprosws ulang Trunsuksi Kamu yang sebelumnys wlah selesui

diproses,
- memproses Tronsaksi Karty untuk menutupi pembuysrsn dengan sek
ysng telah ditolak
k MenuluhnmumgmnuknmdaSalaSHpbuhnRupnh Rp).
L M lah Cardholder menyelesaikan tranenlsi
yang dlhnélhnanm (Delayed & Amended Charges).
Mevchars vidak dupcrkmlum melokukan Transaksi Kartw dalom hal tegadi
restnksy/pengurangan nilsi mats uang rupiah berdasarkan kebijaian moneter yang
dikeluarkan oleh Pemerinmh
Merchant udak dup«kmankm untuk menambah, mervbah, memodifikasi,
lakeuk d alat at ssrana loinnya don/merusak
program pada alat otorisesi E.D.C wanpa perscrujusn dan Bawk, dan atas
pelanggurunnyy  Merchant whjib bertanggungjowsd sebagaimans pada Buur
V.5.4.d distas.
Moorhinns diter hasilyn Lo wikub jriv. batamanss /drta Covd Loldes
Kartu kecuali kopads Bamk, sers wajib menjaga/menyimpan kevahasiaannys

1 ijﬂ)mmm&wmwmw

Iocoaa! i mjuumlumhbibdnhulu .
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